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TRANSLITERASI ARAB LATIN & SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

) Alif tidak dilambangkan | tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& sa § es (dengan titik di atas)

& Jim J Je

d ha h ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 7al P zet (dengan titik atas)

J Ra R Er

J Zai Z Zet

o sin S Es

h Syin Sy es dan ye
8% sad s es (dengan titik di bawah)
ol dad d de (dengan titik di bawah
) ta t te (dengan titik di bawah)
5 za z zet (dengan titik di bawah)
g ‘ain ‘ apostrof terbalik

£ Gain G Ge

I Fa F Ef

it Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

3 Nun N En

3 Wau W We

® Ha H Ha

4 Hamzah i Apostrof

] Ya Y Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa
pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).



2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
i fathah A A
! Kasrah I I
[ dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
e tatha dan yo.’ Ai adan i
g fatha dan wau Au adanu
Contoh:
il kaifa
ds»  : haula
3. Mad

Mad atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
R fatha dan alif atau ya A a dan garis di atas
- kasra dan ya’ I i dan garis di atas
> dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
Al mata

3

: rama




8 gila
&i¥ed o yamiitu
4. Ta’ marbiitah

Transliterasi untuk ta’ marbitah ada dua, yaitu: G marbiitah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang a/- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 7@’

marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

QWA a3y raudah al-atfil

A aalidiisnaii: almadinah al-fidilah
PR . al-hikmah

5. Syaddah ( Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( < ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
Gy : rabbana
L5 : pajjaina

G alhagqq
&> alhaj
e—u : nu“ima
e ‘aduwwun

Jika huruf « ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (.—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.

Contoh:
tle :“Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
(=& : ‘Arabt (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)



6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
IMNalif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:
Gl : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
A5 : al-zalzalah (az-zalzalah)
el alfalsafah
S]] : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

3o
s al-naw’

ta’munina

¢l 1 Syai’un

&yal o umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata a/-Quréan (dari al-
Qur’an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara

utuh.



Contoh:
FiZilal al-Qur'an
Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafs al-Jalilah (&)

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah.

Contoh:

Al dinullah % billah

Adapun G’ marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada /afz al-
Jjalalah, ditransliterasi dengan huruf [#]. Contoh:

MAaz s 858 hum £ rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (A/ Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi‘a linndsi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-1Zi unzila fih al-Quran

Nasir al-Din al-Tist

Abii Nasr al-Farabt

Al-Gazalt



Al-MungiZ min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abt
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abii al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abi al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abt al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abtu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = subhdanali wa ta‘ala

Saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam

as = ’alaihi al-saldm

H. = Hijrah

M. = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W. = Wafat tahun

QS.../...4 = Qs al-Bagarah (2):4 atau Qs Ali *Imran (3): 4
H.R. = Hadis riwayat

Kemenag = Kementerian Agama

Uu = Undang-undang
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Perkawinan adat merarig suku Sasak adalah serangkaian upacara
perkawinan yang dilakukan mengikuti cara adat suku Sasak yang diawali dengan
melarikan anak gadis, selabar, sampai resepsi pernikahan yang digelar di tempat
kediaman pihak laki-laki. Dalam sejarah perkembangannya perkawinan adat
merariq suku Sasak tersebut telah dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Bali yang
tentu perlu untuk ditelaah lebih mendalam mengingat tradisi Hindu banyak
memuat unsur-unsur kesyirikan. Adapun permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini ialah: 1) Proses negosiasi yang diakomodir dalam hukum
perkawinan Merariq suku Sasak; 2) Faktor penyebab negosiasi dalam perkawinan
Merarig; 3) Tinjauan hukum Islam terhadap proses negosiasi dalam perkawinan
Merarig suku Sasak di Kabupaten Luwu Timur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah
metode kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk
memahami keadaan subjek dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk susunan
kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
empiris dan teologis normatif, dimana pendekatan teologis normatif digunakan
untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang memiliki korelasi dengan
proses negosiasi dalam perkawinan merarik suku sasak di Kabupaten Luwu
Timur. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum
yang tercermin dari perilaku masyarakat dan telah menjadi suatu adat. Adapun
lokasi penelitin ini berada di Kabupaten Luwu Timur.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa proses negosiasi yang diakomodir
dalam hukum perkawinan Merariq suku Sasak yang ada di Kabupaten Luwu
Timur dilaksanakan setelah proses pemakiye, dan disusul dengan proses selabar
yang di dalamnya menegosiasikan persoalan uang pemberian dan mahar. Proses
negosiasi yang diakomodir dalam perkawinan merariq suku Sasak adalah murni
merupakan bagian dari tradisi adat perkawinan suku Sasak, tidak ada faktor
eksternal yang mempengaruhi kemunculannya. Negosiasi dalam perkawinan adat
suku Sasak tersebut dalam tinjauan hukum Islam menempati posisi adat pada
umumnya dalam kehidupan masyarakat yang dipandang mubah, sebab tidak ada
unsur-unsur yang melangga ketentuan syari’at di dalam prosesnya. Islam juga
memandang baik prosesi selabar dalam perkawinan adat merarik suku Sasak
karena di dalamnya ada unsur ishlah yang selaras dengan fungsi negosiasi, yakni
sebagai sarana untuk mencari solusi dari ketidaksepahaman.



Gand) agyad

17.19.2.03.0014 / 4,55 1 38l i y/pul

G 255 b skl Balee g By il i - sl o) sie
B850 50 b s/ o sse ) i 50

Ottwala ¢ Jgpall me gkl ] o ydiall
ituale ¢ s paaiag giSall 2

Gy ot Al 2ol sl ye (oo Aades & &l LS (5 el #2155
b il Jin a8 o ) OBl il G et o ) 4 el il L8 45
Gl 28 i) ASLLldl Sl el 2 OIS o sk )l By ouall Aal) e
b BY) ae ST Geny L@LESIL ) sl Fliag Sl Al D paigl) A8l
& ) JSLad) il e pualie e g ging Ao aigl) A (e pal) o lie )
Gl zl) O (8 Lelaiaal oy (Al i gl dlae ] oA Al all o8 8 Lgiag
Ay )il Hshia 3 @)l el 20 (8 Dl slaall sl dal sl 2 Apaliil] ASLuld)
358 S e (o Lalall ASLulid) 3l el 7155 (A sl ddeny Blady Lasd dadlaY)

A Gl a5 chue 6348 e o Gl 1A dlae) A deadiil) Sl 35, Hla
Callu) alaiuls daly delua JSE 8 diiay & ¢ s gall Alla agh Cags o3 al A
Agalal)

o oAy uoadl s baall zedll sa Gandl 1a L asdiedll il
Falans A8e Led 1 Akl A8 gl il ol Jla) (5 jlunall 3 5a 0] giall pladiud
plasiul o dua (B A8 Al 55l S je A il ASLulidl 3ol all 255 (B o sl
o Canal) 138 B s U e maal s (el @l g uSaty 3 ¢ 8l Qs oy adl)
‘ A8l 58l S ye

Goolall 2155 sl 8 el o sl Alee o Al ) o3a il o
Lilis ¢(pemakiye) (2Slast dalec any LA2dS 23 438 HAl1 o5l 3K 5 (8 4ol ASlulud)
Adee o ealls Lhagl Ale o DA G i Eua (selabar) Db dilee
UlE e pane s ja (o lul A Ga Gaoloall 7155 B Lebagial o5 ) (ia glall
M_aJ}@_E‘_AL J3}3 :\:\;JB d.a\}c Wl Y c&.\ﬂ\ Sl C\j)] Clalall
Udje Gl o dpadly) dag il ) slata & jall Ll Sl #1530 8 il slaall
Alal Callas yalic aa g ¥ A dalie oty dua paladVl sba & Wl JS
Z)s) b (selabar) Ok ddae ) Wyl 23Ly) Hhiy Adeadl oda & day il
Al ae 385 plall jalic o jualie Lgd aa g 48V Ll LSLLA 33 ) all
DAl J gl alag Al S (o el glial)



ABSTRACT

Name/Reg. Number :  Juzrih/ 17.19.2.03.0014

Title . Review of Islamic Law towards the negotiation Process in
Merariq Indigenious Marriage of Lombok/Sasak Society at
Luwu Timur

Consultants : 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.

2. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.

Keywords : Negotiation Process, Merariq Marriage, Sasak Tribe, Islamic Law

Indigenous Marriage merariq of Sasaknese is a series of wedding event
which follow the indigenous sasaknese which is preceded by taking away the girl,
, selabar, until the marriage ceremony is conducted in man’s house. In the
development of the merarig of the Sasaknese which is influenced by Hindu-Bali
culture. It is needed to be reviewed since Hindu tradition contained with shirk
things. The problem which is focused in this research were: 1) Negotiation
process which accommodated in the law of Merariq marriage of Sasaknese; 2)
The cause factors the negotiation in the Merariq marriage; 3) The islmic law
review towards the negotiation process in Merariq marriage of Sasaknese in
Luwu Timur Regency.

The research method used was qualitative research, it was intended to
understand the subject and it was described in the form of verbal language by
using scientific method.

The approaches used were empiric and normative theology approaches.
Normative theology was used to analyze some law rules which have correlation
with the negotiation process in the merarig marriage of sasaknese at Luwu Timur
regency. Then, the empiric approach was used to analyze the law which is
expressed from the attitude of the society and have become a custom. The
location of the research was at Luwu Timur regency.

The result of the research shows that the negotiation which is
accommodated in Merariq marriage law of Sasaknese in Luwu Timur regency is
conducted after the pemakiye process, then followed by the selabar process in
which the given money and mahar are negotiated. The negotiation process which
is accommodated in merariq marriage of Sasaknese is purely part of the marriage
tradition of Sasaknese. There is no external factors which influence its
appearance. The negotiation in the traditional marriage of Sasaknese, in the view
of Islamic law take the general culture position in the society life which is
considered mubah, therefore, there is no elements can break up the rules of
syari’at in its process. Islam also sees positively to the procession of selabar in
merarik marriage of Sasaknese because there is ishlah elements in line with the
negotiation function., namely as facilities to find out the solution from the
misunderstanding.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keinginan manusia untuk selalu hidup bersama-sama tidak terlepas dari
nalurinya sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lainnya.
Kehendak sosial ini tidak hanya timbul dari satu manusia saja, melainkan juga
dari manusia lainnya sehingga seiring perkembangan jaman, manusia selalu
terdorong untuk saling berinteraksi satu sama lain sehingga terbentuklah suatu
komunitas yang memilki kesamaan pandangan hidup, dan memilih untuk menetap
pada satu daerah tertentu.

Pernikahan adalah persoalan yang sangat urgen dalam Islam yang
diisyaratkan oleh al-Qur’an dengan istilah miSagan galiza, yang berarti ikatan

yang kokoh, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. an-Nisa’ (4) ayat 21:

$ N\

- 2 1L £ s 78 2 DL BT 2: .72
Lnﬁ.:,f (,_4—::..5 /~)v\.'>-‘)u,'4.a.g &l v_‘——-a.M Lsa.ﬂ o9 ;4_33.,\&’\.:;,9.5)
Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

Menurut Quraish Shihab, begitu kuatnya kesan yang ditimbulkan dari kata

miSagan galiza ini sampai-sampai di dalam al-Qur’an hanya ditemukan

'Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Cet. |; Bandung: Sygma
Publishing, 2010). h. 81



pengulangannya dalam tiga tempat, yakni dalam konteks perkawinan sebagaimana
disebutkan ayat ini, kedua dalam konteks perjanjian Allah dengan para Nabinya,
dan ketiga perjanjian manusia dengan Allah dalam konteks melaksanakan pesan-
pesan Agama.’

Menurut lbnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kalimat misagan galiza
tersebut memiliki makna ikatan yang kuat antara pasangan suami istri, sehingga
menuntut seorang suami untuk berlaku ma ruf'kapada istrinya dan tidak bertindak
sewenang-wenang, adapun jika dirasa tidak mampu untuk melanjutkan hubungan
tersebut, hendaklah melepaskannya dengan cara yang ihsan.

Ikatan tersebut tidak hanya mengikat secara lahiriyah dalam bentuk
pasangan suami istri, tetapi juga mengharuskan adanya ikatan batin untuk saling
memahami, saling asah dan saling asuh antara satu dengan yang lainnya.
Ketentuan pernikahan dalam agama Islam banyak dijelaskan dalam kitab-kitab
fikih sebagai pengejawantahan dari sumber hukum Islam yang mujmal. Aturan
terkait syarat, rukun, dan sunnahnyapun juga tidak terlepas dari pokok
pembahasan kitab fikih sebagai kitab yang berisi tentang penjelasan hukum Islam.

Islam juga memandang perkawinan sebagai perbuatan yang mulia demi
mencegah pelakunya dari perbuatan zina, hal ini dimaksudkan agar keturunan
yang lahir dari hasil perkawinan tersebut kelak memiliki garis keturunan yang

jelas, selain itu, perkawinan dalam Islam juga memliki tujuan membina kaluarga

’M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an,
Volume 2, (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 466

*Ibnu Katsir, “Lubab al-Tafsir min Ibni Kasir”, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghaffar
dengan judul, Tafsir Ibnu Katsir Juz 2, (Cet. II; Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003), h. 262



dunia dan akhirat.* Oleh sebab itu tidak heran jika al-Qur’an mengisyaratkannya
dengan mitsagan galidha.

Hukum Islam dalam perkembangannya seringkali diperhadapkan dengan
fenomena sosial ataupun kultur sehingga kerapkali menuntut para mujtahid untuk
kembali berijtihad. Islam yang awalnya berkembang di belahan dunia Arab
sejatinya tidak memiliki banyak polemik terkait kondisi sosio-kultur
masyarakatnya, akan tetapi berbeda ketika Islam telah berkembang luas hampir di
seluruh belahan dunia yang memiliki penganut dari suku bangsa yang berbeda-
beda dengan kebudayaan yang berbeda pula.

Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi pada para tokoh mujtahid
generasi awal seperti Imam Malik yang cenderung menggunakan dalil-dalil Nash
dalam melakukan istinbath hukumnya karena ia hidup di Madinah sebagai pusat
pembelajaran hadis pada masa itu.” Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang
tinggal jauh dari peradaban Hadis sehingga dalam melakukan istinbath hukumnya
lebih cenderung menggunakan akal.® Faktor mendasar yang menyebabkan
terjadinya perbedaan dalam mengistinbath hukum tersebut adalah faktor sosio-
kultur, demikian pula dengan perkembangan pemikiran hukum Islam saat ini yang
diperhadapkan dengan berbagai persoalan sosio-kultur masyarakat tentu menuntut

hasil ijtihad yang memadai.

*Hilman Syahrial Haq, “Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat
Suku Sasak”, Jurnal Perspaktif Universitas Mataram, Vol. XXI, nomor 3, 2016, h. 161

Abd al-Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum lIslam, Juz 1V, (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1997), h. 1092

®Romli S.A., Mugaranah Mazahib fil Ushul, (Cet. |; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999),
h. 48



Negara Indonesia terdiri dari berbagi macam bangsa, ras, suku serta
bahasa yang berbeda. Keanekaragaman tersebut berafiliasi dalam sebuah
bentuk yang di sebut Budaya. Dalam hal implementasi dari budaya
tersebut memunculkan adanya perbedaan-perbedaan antara masyarakat
yang satu dengan yang lainnya. Kebudayaan itu sendiri merupakan suatu
system gagasan, rasa dan refleksi yang terbentuk (Konsep) dalam sebuah
karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat yang
kemudian dimilikinya yang diperoleh melalui proses belajar. Masyarakat
dan kebudayaan memiliki hubungan keter- kaitan yang sangat erat, di
mana prilaku manusia itu melahirkan kebudayaan yang dilakukan secara
adjeng dan bermeta- morfosis menjadi tradisi yang di junjung tinggi oleh
masyarakat yang di yakini sarat akan kandungan nilai-nilai teologi
maupun falsafati yang mencakup hubungan antar manusia dengan
Tuhannya, antar sesama manusia maupun manusia dengan alam- nya.
Kebudayaan yang terdapat dalam mas- yarakat di suatu daerah berbeda
dengan kebudayaan masyarakat di daerah lain. Hal ini disebabkan karena
latar belakang sejarah masyarakat yang berbeda sehingga hal tersebut
mempengaruhi dalam cara bertingkah laku masyarakat dan system tata
nilai yang dianutnya.’

Masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, demikian juga hampir
tidak dapat dibedakan. Hal ini karena sebuah kebudayaan tidak akan berjalan jika

tidak ada masyarakat sebagai penciptanya. Dalam mengatur kehidupannya,

"Wahyuddin Luman, Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq)
dalam Muara Pluralisme Hukum, Jurnal 1US: Kajian Hukum dan Keadilan, NTB, vol. Il nomor 6,
2014, h. 428



masyarakat juga memerlukan seperangkat aturan dan norma yang berlaku dalam
sebuah kebudayaan. Sehingga masyarakat dan kebudayaan merupakan satu
kesatuan yang utuh. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh
Koentjaraningrat bahwa budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan
hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia
dengan belajar. Budaya adalah hakikat yang dimiliki manusia. Hakekat tersebut
adalah roh dan jiwa manuisa, dengannya manusia mampu untuk berbudaya.®

Kondisi ini sangat relevan dan cocok dengan keadaan masyarakat
Indonesia yang tingkat keberagamaannya sangat tinggi. Indonesia terdiri dari
beragam budaya di setiap wilayahnya, yang memiliki seperangkat acuan hidup
yang dianut dalam sebuah kebudayaan. Masyarakat Indonesia dapat dibedakan
dari kebudayaan yang mereka anut, oleh sebab itu setiap masyarakat dan
kebudayaan tertentu di Indonesia terdiri dari berbagai bahasa daerah, keyakinan
spiritual, upacara adat, dan lain sebagainya, yang dipengaruhi oleh proses
kebudayaan masing-masing.

Hal ini memang sudah merupakan janji Allah swt., bahwa manusia itu
diciptakan bersuku dan bangsa dengan karakteristik kebudayaannya masing-

masing sebagaimana diungkapkan oleh Q.S. al-Hujurat (49): 13

RO Y A7
Qi b.be.Jd.; L)}Xm W»j L&");JWM b/l:;uu Ln['_g

-

®Koentjaraningrat, Pengantar llmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 2009), h. 33



Terjemahnya:
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal.’

Ayat tersebut menegaskan bahwa kehidupan manusia itu berawal dari
sepasang kemudian tumbuh berkembang menjadi berbagai suku bangsa dan
melahirkah berbagai kebudayaan. Menurut antropologi, kebudayaan adalah
keseluruhan gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan
masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti
bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan, karena hanya sedikit
tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan
dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, refleksi, beberapa tindakan
akibat proses fisiologi, atau bahkan hasil dari kelakuan membabi buta. Demikian
pula berbagai tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri yang terbawa
dalam gen bersama kelahirannya juga merupakan tindakan kebudayaan.®

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling
abstrak dari adat-istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai budaya merupakan
konsep-konsep mengenai suatu yang ada dalam alam pikiran sebagian besar dari
masyarakat yang mereka anggap bernilai, suatu pedoman yang memberi arah
orientasi pada kehidupan para warga masyarakat tersebut. Walaupun nilai budaya

berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat tetapi sebagai

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517
%K oentjaraningrat, Pengantar llmu Antropologi, h. 144-145



konsep suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup
yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata.**

Ritual merupakan salah satu aspek terpenting di dalam masyarakat adat
dan agama lokal di Indonesia. Begitu juga halnya dengan Islam suku Sasak yang
ada di Sulawesi, sejumlah ritus keagamaan seperti perkawinan mendapat porsi
yang cukup penting di dalam kajian mengenai Islam.*?

Antara agama dan budaya sama-sama melekat pada diri seseorang. Dari
aspek keyakinan maupun aspek ibadah formal, praktik agama akan selalu
bersamaan dan bahkan berinteraksi dengan budaya. Kebudayaan sangat berperan
penting di dalam terbentuknya sebuah praktik keagamaan bagi seseorang atau
masyarakat. tidak hanya melahirkan bermacam-macam agama, kebudayaan ini
juga mempunyai andil besar bagi terbentuknya keaneka ragaman praktik beragam
dalam satu payung agama yang sama. Dalam kenyataannya dua atau lebih orang
dengan agama yang sama belum tentu mempunyai praktik atau cara pengamalan
agama, khususnya ritual yang sama. Keragaman cara beribadah dalam suatu
komunitas agama ini mudah Kkita dapati dalam setiap masyarakat, dengan
terbentuknya berbagai macam kelompok agama bahkan ormas keagamaan.*®

Bahasa daerah misalnya, yang merupakan seperangkat bahasa yang
digunakan oleh komunitas tertentu untuk berkomunikasi satu sama lain. Demikian

halnya dengan upacara adat yang memiliki seperangkat adat-istiadat tersendiri

K oentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, h. 153

'2Syhanah, Dinamika Agama Lokal di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama, 2004), h.
161.

BKhadzig, Islam dan Budaya Lokal, Belajar Memahami Realitas Agama dalam
Masyarakat, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 42-43



yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat adat. Akan tetapi perubahan
sosial masyarakat sebagai akibat dari perkembangan zaman juga turut
mempengaruhi dinamika budaya yang ada, tidak terkecuali dalam adat-adat
keagamaan masyarakat Indonesia.

Muslim yang hidup di Indonesia memiliki tradisi khas masing-masing
sukunya, di jawa ada tradisi Temu Manten, Suroan, dan Mingit, di Sulawesi ada
tradisi Macera’ Tasi’, di Lombok ada tradisi Merarig, dan sebagainya.

Kehidupan sosial masyarakat suku Sasak Lombok dengan tradisi
perkwinan adat merarig-nya merupakan sebuah dikotomi dari kebudayaan
nusantara. Di mana dalam kebudayaan Nusantara dikenal, ada dua aliran
utama yang mempengaruhinya, yaitu tradisi kebudayaan adat suku Jawa
yang dipengaruhi oleh filosofi Hindu-Budha dan tradisi kebudayaan
Islam. Dalam akulturasi Kedua aliran kebudayaan tersebut, juga telah
masuk di dalam kebudayaan masyarakat suku sasak Lombok. Di mana di
dalam masyarakat Lombok ini terbagi dalam Golongan, yaitu golongan orang
Bali, penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis Hindu-Budha.*
Golongan ini mendiami kota Mataram dan Cakranegara. Golongan kedua,
sebagian besar dari penduduk Lombok, beragama Islam di mana
kebudayaannya serta pranata sosial budayanya dipengaruhi oleh agama
tersebut.

Pada masa awal Islam di Pulau Lombok kehidupan agama Islam

sangat terbengkalai jika dibandingkan dengan pembinaan agama Islam di

YZakariya Fath, Mozaik Budaya Orang Mataram, (Mataram: Yayasan Sumurmas al-
Hamidy, 1998), h. 9-10



pulau Sumbawa yang masih berada pada propinsi NTB. Kebanyakan dari
orang Sasak masih memeluk agama Islam yang belum sempurna, mereka
menyerahkan urusan ibadahnya kepada para kiyai (pemimpin agama), golongan
ini menamakan dirinya sebagai Islam wetu telu. Mereka percaya kepada Allah
dan juga Nabi Muhammad saw., akan tetapi lebih banyak menjaga kesucian batin
dan tingkah lakunya menurut ajaran nenek moyang. Selain itu mereka banyak
melakukan upacara di tempat yang dianggap dihuni roh nenek moyang atau
kemali, dan golongan ini sangat percaya bahwa di alam sekitar mereka terdapat
kekuataan gaib.™

Berdasarkan fakta sejarah perkembangan Islam di Nusantara menunjukkan
adanya hubungan yang erat antara agama dan budaya, bagai dua mata sisi koin
mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, tidak semua tradisi
yang masih eksis hingga saat ini telah diakomodir oleh syari’at sebagai tradisi
yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Meskipun dikenal secara
luas dalam hukum Islam terakomodirnya adat dalam menentukan hukum Islam
dengan adanya kaidah yang menyatakan a/-‘adat muhakkamah, atau dikenalnya
al- ‘urf dalam ushul figh namun demikian tidak semua adat secara serta merta
dapat begitu saja diakomodir dalam hukum Islam. Oleh karena itu, ‘Urf terbagi

menjadi dua bagian yakni al- ‘urf al-sahih dan al- ‘urf al-fasid*® Dengan

“Hilman Syahrial Haq dan Hamdi, Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di
Masyarakat Suku Sasak, Jurnal Perspektif Universitas Muhammadiyah Mataram, vol. XXI nomor
3,2016, h. 159

8saiful Jazil, Al-‘Adat Muhakkamah: ‘Adah dan ‘Urf sebagai Metode Istinbat Hukum
Islam dalam Proseding Halagoh Nasional dan Seminar Internasional Pendidikan Islam Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, h. 322-323
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demikian berarti ada adat yang diterima dalam Islam dan ada pula adat yang
ditolak oleh Islam.

Melihat persoalan di atas maka penulis rasa sangatlah penting untuk
meninjau kembali dalam perspektif hukum Islam beberapa budaya yang
berkembang dan telah hidup lama di lingkungan masyarakat muslim, salah satu di
antaranya ialah tradisi merariq dalam pernikahan suku sasak yang dalam sejarah
awal kemunculannya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu yang dibawa dari
Bali, tradisi khas suku Sasak yang awalnya hanya ada di pulau Lombok tersebut
Kini juga turut tumbuh subur di Kabupaten Luwu Timur yang menarik untuk
dikaji lebih mendalam terkait ketentuan hukum Islam dalam prosesi merariq
tersebut khususnya masalah negosiasi dalam perkawianan adat merarig suku

Sasak.

B. Fokus dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus

Proses negosiasi yang diakomodir | Berisi bahasan tentang proses negosiasi
dalam hukum perkawinan Merariq | yang diterapkan dalam perkawinan adat

Suku Sasak suku Sasak (merariq) yang ada di Kab.
Luwu Timur.

Faktor penyebab negosiasi dalam | Uraian tentang ada tidaknya faktor yang

perkawinan (Merariq) suku Sasak. menyebabkan  keharusan  negosiasi

dalam perkawinan adat suku Sasak

Tinjauan hukum Islam terhadap proses | Tinjauan hukum Islam dan Undang-
negosiasi dalam perkawinan Merariq | undang terkait proses negosiasi yang
Suku Sasak di Luwu Timur diakomodir dalam perkawinan adat
suku Sasak yang ada di Kab. Luwu
Timur
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C. Definisi Operasional

Definisi operasional menempati posisi penting dalam karya tulis ini, sebab
di sini dijelaskan tentang definisi judul sebagaimana yang penulis maksudkan,
serta untuk menghindari kesalah pahaman dalam memaknai judul penelitian ini.

1. Proses Negosiasi

Proses negosiasi adalah suatu proses musyawarah untuk mencari solusi
yang merupakan bagian dari tradisi perkawinan merariq suku Sasak dan
dilakukan sebelum akad pernikahan melalui presedur tertentu.

2. Perkawinan Merariq

Perkawinan adalah proses terjadinya perkawinan atau dengan adanya janji
ikatan yang kuat dan sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup
berumah tangga yakni untuk menggapai kebahagian hidup bersama dan
dibuktikan dengan adanya buku nikah.

Perkawinan Merariq adalah suatu kesatuan ritual budaya perkawinan
masyarakat sasak yang secara umum dimaknai sebagai kesatuan tindakan pra
pernikahan yang dimulai dengan melarikan gadis (calon istri) atau menculiknya
dari pengawasan wali atau orangtuannya dan sekaligus menjadi proses awal
pernikahan.

3. Masyarakat Lombok/Sasak.

Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang terorganisasi, yang hidup
dan bekerjasama, yang berintegrasi dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan
masyarakat Lombok/Sasak sendiri adalah masyarakat yang mendiami Pulau

Lombok yang terdiri dari Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah
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dan Kabupaten Lombok Timur. Di mana mata pencaharian utamanya adalah
bercocok tanam, dan sistem kekerabatannya adalah berdasarkan hubungan
patrilineal dengan pola menetap. Pada masyarakat sasak juga dikenal stratifikasi
sosial yang terbagi atas golongan bangsawan dan masyarakat biasa. Adapun yang
menjadi fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat sasak yang tidak lagi berada
di pulau Lombok dan telah melakukan transmigrasi dan tepatnya berada di
Kabupaten Luwu Timur.
4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan
sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini
mengikat untuk semua yang beragama Islam. Sedangkan dalam konteks Indonesia
hukum Islam itu sendiri terakomodir ke dalam empat produk hukum, yakni Figh,

Perundang-undangan, Fatwa dan Yuresprudensi atau Putusan Pengadilan.

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:
1. Untuk mengetahui proses negosiasi yang diakomodir dalam tradisi merariq
suku sasak di Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya proses
negosiasi dalam perkawinan merariq suku sasak di Kabupaten Luwu

Timur.
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3. Untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan mendalam tentang
perspektif hukum Islam terhadap proses negosiasi dalam tradisi

perkawinan merariq suku Sasak di Kabupaten Luwu Timur.

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah
satu sumber diskusi dalam mengkaji persoalan adat istiadat yang berkembang di
Indonesia terkait proses negosiasi dalam perkawinan merariq suku Sasak dalam
tinjauan hukum islam khususnya yang berada di Kabupaten Luwu Timur
2. Manfaat praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan
tambahan atau tambahan khazanah intelektual bagi kalangan akademisi muslim,
ahli hukum Islam, dan masyarakat Islam untuk mengetahui hukum perkawinan

merariq dalam tradisi pernikahan suku Sasak.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan,
ditemukan beberapa hasil penulisan yang relevan dengan penelitian ini, yakni
tentang perkawinan adat merariq suku sasak atau lombok. Relevansi penelitian
terdahulu yang penulis angkat ini bertujuan untuk pijakan dalam penelitian ini di
antaranya untuk melihat data-data terdahulu dan untuk menjelaskan beberapa
sudut perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu demi klaim
tujuan keorisinilan judul penulis, bahwa memang benar judul ini belum pernah
dibahas secara detil oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan tersebut antara lain: pertama,
penelitian tesis yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Rusdidaming dengan judul
Tradisi Merariq Suku Sasak di Perantauan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
pada Masyarakat Lombok Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Penelitian
tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis
empiris dengan hasil penelitian bahwa tradisi merariq suku Sasak di Kecamatan
Burau Kab. Luwu Timur berbeda dengan yang ada di Lombok. Sedangkan
analisis hukum Islamnya menyatakan bahwa tradisi merariq tidak bertentangan

dengan syariat Islam.? Adapun yang membedakan penelitian yang penulis lakukan

'Rusdidamin g, Tradisi Merariq Suku Sasak di Perantauan dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi pada Masyarakat Lombok Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Tesis Magister
IAIN Palopo Tahun 2017.
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dengan tesis tersebut adalah fokus penelitiannya, pendekatan yang digunakan
serta lokasi penelitian yang lebih luas.

Kedua: buku yang terbit pada tahun 2012 karya Muhammad Harfin Zuhdi
dengan judul Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak.? Buku tersebut
menjelaskan tentang adat perkawinan suku Sasak di Lombok yang sudah
mengakar dan dilakukan secara turun temurun dan hingga kini perkawinan adat
tersebut lebih banyak dipahami masyarakat sebagai silariang (kawin lari). Oleh
sebab itu tidak heran jika istilah merariq mendapat konotasi yang negatif. Selain
itu prosesinya yang panjang dengan melalui kurang lebih delapan tahapan dan
memerlukan biaya yang cukup banyak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak
mempelai pria. Hal ini seolah menimbulkan asumsi bahwa kedudukan perempuan
disamakan atau tak ubahnya barang dagangan. Namun demikian, dalam buku
tersebut tidak membahas secara luas tentang hukum Islam terkait proses negosiasi
dalam perkawinan adat merariq suku sasak.

Ketiga, buku yang terbit pada tahun 2001 karya John Ryan Bartholomew
yang berjudul Alif Lam Mim: Reconceling Islam, Modernity and Tradition in an
Indonesian Kampung yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
oleh Imron Rosyidi dengan judul Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak.’
Dalam buku tersebut menjelaskan tentang adat perkawinan suku Sasak di Lombok

yang mana berpijak pada kasus perkawinan merariq yang dilakukan oleh Ali dan

*M. Harfin Zuhdi, Praktik Merariq; Wajah Sosial Masyarakat Sasak, (Mataram: LEPPiM
IAIN Mataram, 2012).

3John Ryan Bartholomew, A/im Lam Mim: Reconceling Islam, Modernity and Tradition
in an Indonesian Kampung, diterjemahkan oleh Imron Rosyadi dengan judul, A/if Lam Mim:
Kearifan Masyarakat. Sasak, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001).
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Windi di kampung Demen. Dengan kondisi kampung Demen dan aktivitas kedua
masjid Nahdatul Wathan dan Muhammadiyah yang mendamaikan hubungan
antara Islam, tradisi dan modernitas. Kasus antara Ali dan Windi menjadi pintu
masuk yang sangat serius karena kedua organisasi Islam tersebut berbeda
pendangan tentang merarig. Masjid al-Aziz yang merupakan masjid yang dikelola
oleh organisasi Muhammadiyah menolak merarig, sementara masjid al-Jibril yang
kelola oleh organisasi Nahdatul Wathan meskipun tidak menyetujui, namun tidak
juga secara aktif melarang jama’ahnya untuk melakukan adat perkawinan
merarig. Dalam buku tersebut yang bercerita tentang kontroversi seputar adat
perkawinan merariq tidak membahas tantang hukum seputar negosiasi dalam
perkawinan merarig, sehingga hal ini menjadi perbedaan yang cukup jelas antara
buku tersebut dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

Keempat, jurnal yang terbit pada tahun 2006 yang ditulis oleh M. Yasin
dengan judul Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum
Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merariq) di Pulau Lombok.* Dikemukakan
dalam jurnal tersebut bahwa ada empat prinsip dasar yang terkandung dalam
praktik perkawinan merarig di pulau Lombok, antara lain; 1) Prestise keluarga
perempuan, dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan
martabat keluarga perempuan. Ada anggapan yang mengakar kuat dalam struktur
memori dan mental masyarakat tertentu di Lombok bahwa dengan melarikan
berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang tinggi.

Konsekuensinya, keluarga perempuan akan merasa terhina jika perkawinan

*M. Nur Yasin, “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum
Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari’) di Pulau Lombok”, Jurnal Istinbath No. I Vol. IV
Desember 2006.
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gadisnya tidak dengan kawin lari (merarig); 2) Superioritas laki-laki dan
inferioritas perempuan. Satu hal yang tidak dapat dihindari dari kawin lari dalam
adat perkawinan merarig adalah nampaknya sosok seorang laki-laki yang sangat
kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri.
Meskipun dengan kawin lari namun tetap dapat memberikan legitimasi kepada
kaum perempuan; 3). Egalitarisnisme, yakni terjadinya kawin lari menimbulkan
rasa kebersamaan di kalangan seluruh keluarga perempuan. Tidak hanya di
lingkungan keluarga tetapi juga kebersamaan melibatkan komunitas besar
masyarakat di lingkungan setempat; 4) Komersial. Terjadinya kawin lari hampir
selalu berlanjut pada tawar menawar. Apapun alasannya, pertimbangan-
pertimbangan dari aspek ekonomi yang paling kuat dan dominan. Ada indikasi
bahwa orangtua merasa telah membesarkan anak gadisnya sejak kecil hingga
dewasa. Untuk itu semua usaha tersebut telah menghabiskan banyak biaya yang
tidak sedikit. Untuk memperoleh kompensasi atas seluruh biaya yang telah
dikeluarkan kedua orangtuanya tersebut maka calon mempelai pria dituntut untuk
mampu mengganti rugi dengan nominal tertentu yang telah disepakati bersama
antara kedua belah pihak. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan strata sosial anak
dan orangtua, semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya, semakin
rendah tingkat sosial dan tingkat pendidikan anak serta orangtua maka semakin
rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan. Dalam jurnal tersebut proses
negosiasi dalam perkawinan dibahas namun hanya sebatas prosesnya saja, tanpa

ada bahasan terkait hukum Islam seputar proses negosiasi tersebut. Inilah yang
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memberi titik perbedaan antara penelitian yang penulis tulis dengan penelitian
tersebut.

Kelima, jurnal yang ditulis pada tahun 2014 dengan judul Eksistensi
Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merarik) dalam Muara Pluralisme
Hukum oleh Wahyuddin Lukman. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa
implementasi pluralisme hukum itu ke dalam kehidupan manusia serta
eksistensinya yang bersifat mengikat dan memposisikan manusia pada suatu
keharusan —untuk melaksanakan substansi-substansi pada masing-masing
instrumen. Penjelasannya lebih lanjut hanya terkait dengan pluralisme hukum
merarig secara umum, tanpa menyinggung persoalan proses negosiasinya, alur
pelaksanaan negosiasi, tema-tema dalam negosiasi, serta Syarat dan ketentuan
dalam adat perkawinan merariq tersebut. Sedangkan dalam Tesis penulis ini
pembahasan terkait proses negosiasi dalam adat perkawinan merariq merupakan
tema sentral yang akan dibahas secara luas mulai dari awal proses negosiasi,
syarat dan ketentuannya beserta ketentuan hukum Islam terkait dengan proses
negosiasi dalam perkawinan adat merarig suku Sasak terutama yang berada di
wilayah Kabupaten Luwu Timur. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa
persoalan negosiasi inilah yang membedakan penelitian terdahulu dengan
penelitian milik penulis yang akan mengkaji secara mendalam terkait proses
negosiasi dalam adat perkawinan merariq suku Sasak yang ada di Kabupaten

Luwu Timur beserta tinjauan hukum Islam terhadap prosesi tersebut.
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B. Perkawinan Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata nikah
(dalam bahasa Arab) atau kata zawaj, yang secara harfiah a/-nikah berarti al-
wat'u (353Y), al-dammu (£2Y), dan al-jam’u (&), Al-war’u berasal dari kata
(&3 i ‘&3 yang artinya antara lain berjalan di atas, melalui, memijak,
memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh.> A/-Dammu terambil dari akar
kata (i - 2=y -2%) yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang,
menggenggam, menyatukan, menggabungkan dan memeluk, kata ini juga berarti
bersikap lunak dan ramah.®

Sedangkan al-jam 'u yang berasal dari akar kata (a2 — &a30 — 2=3) yang
memiliki makna berkisar pada pengumpulan, menghimpun, menyatukan,
menggabungkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh dalam
istilah figih disebut dengan jima’, mengingat hubungan biologis tersebut
mengisyaratkan makna-makna harfiah dari kata al-jam 'u. Kata lain yang sering
digunakan adalah al-zawaj yang terambil dari akar kata (%35 - Z 3% — #33) yang
secara harfiah memiliki makna mengawinkan, mencampuri, dan memperistri.’
Sedangkan perkawinan yang sah menurut KHI ialah apabila dilaksanakan menurut

hukum Islam sesuai pasal 2 ayat 1 UUP.®

SAhmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461

SMuhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 42-43

"Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h. 43

8Amnawaty dan Ade Oktariatas K, Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan
Warga Muslim dan Perlindungan Hukum Anak dari Nikah Sirri, Nizham: Universitas Lampung,
vol. VIl nomor 1, 2019, h. 19
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Adapun secara istilah, perkawinan dalam bahasa Indonesia memiliki
padanan kata dengan perkawinan, yang terkadang diperdebatkan oleh beberapa
kalangan karena dianggap merupakan kata yang memiliki substansi berbeda.
Namun pada prinsipnya kedua kata tersebut hanya berbeda dalam hal penarikan
akar katanya saja.’

Kata Perkawinan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang memiliki akar kata
kawin dijelaskan sebagai perjodohan laki-laki dengan perempuan untuk menjadi
suami istri, atau dengan kata lain melangsungkan pernikahan.*

Menurut al-Imam Taqi’'uddin Abu Bakar, pernikahan adalah sebuah
ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan
syarat-syarat tertentu.™*

Menurut Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah mengungkapkan bahwa
kata al-nikah secara bahasa berarti penyatuan, dan diartikan juga sebagai agad
atau hubungan biologis. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan
percampuran.*?

Sedangkan menurut para ulama figih pengikut empat mazhab (Imam
Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali) pada umumnya mereka
mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang membawa kebolehan bagi seorang

laki-laki untuk berhubungan biologis dengan seorang perempuan dengan diawali

’Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62
""Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, h. 653

""Al-Imam Tagi’uddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damisyqi al-Syafi’i,
Kifayah al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisar Juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), h. 36

2K amil Muhammad ‘Uwaidah, Figih Wanita, (Cet. X; Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002),
h. 375
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lafaz akad nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata
tersebut.™®

Perkawinan atau keberpasang-pasangan merupakan ketetapan Allah swt
pada makhluknya baik yang berakal ataupun yang tidak berakal, pada manusia,
hewan dan tumbuh-tumbuhan bahkan jin sekalipun. Dengan perkawinan tersebut
khususnya bagi manusia hendaknya segera dilaksanakan manakala telah mampu
dan dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam (bagi muslimin dan muslimat).
Dalam perkawinan Allah swt., menghendaki agar saling tolong menolong satu
sama lain dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga,** dan agar manusia
itu terus menerus mengingat nikmat penciptanya yang menciptakan pasangan

baginya sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Dzariyat (51): 49
. s ERE ... SN - .
@ij&ﬂ:)gy})wé&kw)
Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah.*®

Dan juga disebutkan dalam Q.S. Yasin (36): 36
AR :‘E,/} aiﬂ.aﬂ f:‘; < P //925.9/// .f,,//,}
¥ lesd agetn] pod (20N oS e les =950 Gl (6l e

Terjemahnya:

B Abdurrahman al-J aziri, AI-Figh ‘ala Mazhab al-Arba’ah Jilid 1V, (Beirut: Dar al-Fikr,
1986), h. 212

'“Mahtuf Ahnan dan Maria, Risalah Fighi Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita
Mouslimah dengan Berbagai Permasalahannya, (Surabaya: Terbit Terang, t.th), h. 270

BDepartemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 522
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Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun
dari apa yang tidak mereka ketahui.'®

Pernikahan dalam Islam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual
seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana
saling mencintai (mawaddah), dan saling berkasih sayang (rahmah) antara suami

istri.*” Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. al-Rum (30): 21

"‘ "57»1 A - 95,_ IR
.. w | . -
(.i‘.:.aj u'fﬂdl" Ol caxls o2

= £
“ .

2 o J7r e g A
= ez L) 155G gl

o - S v e @ 2. Zsg
@Q}M{ﬂ%ﬁ&‘b&@leoby
~

Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir.*®
Kata taskunu pada ayat tersebut terambil dari akar kata sakana yang
artinya diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Dari sini, rumah
yang dalam bahasa arab dinamai sakan karena ia tempat memeroleh ketenangan
setelah sebelumnya penghuninya sibuk beraktifitas di luar rumah. Perkawinan
melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin dari ciptaan Allah swt.,
dilengkapi dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia

berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan

bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah

'*Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 442

""Masykuri Abdullah, Distorsi Sakralitas Perkawinan pada Masa Kini, (Mimbar Hukum
No. 36 Tahun 1998), h. 75

®Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406
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menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan
pasangannya apabila masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya.
Karena itu setiap jenis tersebut perlu menemukan lawan jenisnya, ia akan merasa
gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika
penggabungan dengan pasangannya tersebut tidak terpenuhi. Di sinilah letak
Kemahabesaran Allah swt., yang mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar
kekacauan pikiran dan gejolak jiwa tersebut mereda dan masing-masing
memeroleh ketenangan.*®

Kata ilaiha —masih menurut M. Quraish Shihab- yang merangkai kata
litaskunu mengandung makna cenderung menuju kepadanya, sehingga penggalan
aat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing
merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.®

Kata nikah yang merupakan akar kata dari perkawinan atau pernikahan
dalam al-Qur’an disebut sebanyak 19 kali dengan berbagai derivasinya. Akan
tetapi tidak kesemuanya menunjuk pada maksud perkawinan, adapun beberapa
makna dari kata nikah tersebut ialah, pertama kata nikah dapat berarti ‘agd,

sebagaiman yang disebutkan dalam Q.S. al-Nur (24): 32

a8 15,5 o ;,gsuw E3ls Ga Gembialls S Ls;_:%u AP

sg~< s 2

. & g £

S

M. Quraish Shihab, 7afsir al-Mishbah: Pesan , Kesean dan Keserasian al-Qur’an, (Cet.
VI; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 187 jilid 10

200, Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan , Kesean dan Keserasian al-Qur’an, h. 187
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Terjemahnya:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Ayat di atas meskipun menggunakan kata al-nikah namun maknanya ialah
al-‘aqd, ayat ini merupakan perintah untuk mengakadkan (menikahkan) antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan sebab kemungkinan besar secara
psikologis salah seorang di atara keduanya tidak memiliki keberanian untuk
menyatakan secara langsung niat baiknya, oleh sebab itu perlu adanya mediasi.??

Kedua, kata nikah juga dapat bermakna hubungan biologis, hal ini karena
hubungan biologis itu hanya diperbolehkan dalam ketentuan hukum Islam melalui
pernikahan atau akad pernikahan terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah kata

nikah juga berarti balig. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisa’ (4): 6

;,.;JI a830 1025 i a2l B B80T 1,40 15 5 UQ...JI NS
9 M (b OF o5 1585 of D13 u\;,m G,KG Y5 (,_L
A 3 e 2 2558 ol 80 s o

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan

'Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 354

*Abdul Hadi, Fighi Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan, (Semarang: IAIN
Walisongo, 2002), h. 2.
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janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan
(Janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka
dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia
menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang
miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian
apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu
adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah
Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).%

Kata al-nikah dalam bahasa arab merupakan padanan kata dengan
tazawwaj yang dalam ilmu figh disebut dengan kata sarih, atau kata yang lebih
lazim digunakan oleh kaum muslimin. Secara bahasa, kata nikah memiliki
beberapa arti sebagaimana telah penulis uraikan di atas, sedangkan menurut istilah
para ahli figh, nikah didefinisikan sebagai akad yang disiarkan berdasarkan rukun-
rukun dan syarat-syarat yang mengikatnya.?*

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan agad
yang sangat kuat untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang
melaksanakannya serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, Warabma]z.ZS

Perundang-undangan di Indonesia mengatur secara khusus tentang
perkawinan dalam UU Nomor 1 tahun 1974, di dalamnya diatur bagaimana

perkawinan dapat berlangsung beserta semua hal yang berhubungan dengan

perkawinan. Dalam pasal 1%° disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

“Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77
*Imam Tagqiyuddin al-Dimasyiqi, Khifayat al-Akhyar, Juz 2, (al-Ma’arif, t.th), h. 36

»Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 14

*Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
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dan batin antara seorang dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
2. Dasar Hukum Perkawinan
Hukum nikah atau perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan
antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan
biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat
perkawinan tersebut.”’ Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. al-Dzariyat

(51): 49

f;_, Q}j&ﬁ&é}j@;w&&w)

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah.?®

Dan juga pada Q.S. al-Nisa’ (4): 1 yang juga memberi penjelasan akan
pentingnya menikah demi menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara

terpeliharanya keturunan (Ai£z al-nasab) berikut:

P E )‘/; T 35
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Y'Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul, Fikih
Sunnah, Bandung: al-Ma’arif, 1990), h. 9

%Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 522
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Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasi kamu.?

Selain penegasan dari ayat-ayat al-Qur’an, perintah untuk menikah juga

secara tegas diungkapkan oleh Rasulullah saw., melalui sabdanya berikut:

wsu;w\,upmmu;u:\,v“u:\,dm @Ld;f@i/,j

uhaéd T deduw\uﬁ,;&\
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Artinya:

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi' Al Abdi telah
menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Hammad
bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan
sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepada isteri-isteri Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam mengenai amalan beliau yang tersembunyi.
Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah."
Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging.” Dan
sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku."
Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memuji
Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan
mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan
juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka
siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku.”30

*Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 85

Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih
Muslim, dalam Kitab Nikah Hadis Nomor 2487 dalam Software Kitab Sembilan Hadis, Lidwa
Pusaka i-Software.
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Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah,
tergantung kepada tingkat mas/ahat-nya. Maskipun perkawinan itu pada asalnya
adalah mubah, namun demikian hukumnya dapat berubah menurut ahkamu al-
khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, antara lain:

a. Nikah wajib

Menikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah
ketakwaannya. Menikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan
menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak
akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.™

b. Nikah haram

Hukum menikah menjadi haram dan diharamkan bagi orang yang tahu
bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumahtangga dan tidak
mampu melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat
tinggal, serta kewajiban batin seperti mencampuri istri.*

c. Nikah sunnah

Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup
mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini maka nikah lebih baik
daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam, bahkan Nabi
saw., melarang seseorang hidup membujang demi untuk beribadah terus-menerus

kepada Allah swt.*®

' Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figih Munakahat
dan Undang-undang perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59

%2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 59

3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 59
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d. Nikah mubah
Hukum menikah menjadi mubah yaitu bagi orang yang tidak berhalangan
untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia
belum wajib nikah dan tidak haram bila ia tidak menikah.*
3. Syarat dan Rukun perkawinan
Sebelum melangkah pada pembahasan syarat dan rukun nikah, di sini
perlu penulis kemukakan terlebih dahulu terkait pengertian syarat dan rukun.
Rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu
pekerjaan atau ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,
seperti membasuh wajah untuk wudhu,* dan adanya calon mempelai laki-laki dan
perempuan dalam pernikahan. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang mesti ada
yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu itu
tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat ketika shalat.
Adapun rukun nikah ialah sebagai berikut:®
a.  Ada mempelai laki-laki
b. Ada mempelai perempuan
c. Adawali*
d. Ada dua orang saksi

e. Sigat ijab dan gabul®®

* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 59
**Abd. Rahman Gazali, Fighi Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fighi Munakahat Kajian Fighi Lengkap, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12

37 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008),
h.5
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Dari kelima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab gabul
antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud
dengan syarat perkawinan ialah syarat yang tertalian dengan rukun-rukun
perkawinan, yaitu syarat-syarat sebagai calon mempelai, wali, saksi dan ijab
gabul.*®
a. Syarat-syarat calon suami

1) Bukan mahram dari calon istri
2) Tidak terpaksa, yakni atas kemauan sendiri
3) Jelas orangnya
4) Tidak sedang ihram
b. Syarat-syarat calon istri
1) Tidak ada halangan syara’, yakni tidak bersuami, bukan mahram, tidak
sedang dalam masa iddah.
2) Merdeka, dan atas kemauan sendiri
3) Jelas orangnya
4) Tidak sedang ihram*
c. Syarat-syarat wali
1) Laki-laki
2) Baligh

3) Sehat akalnya (tidak gila)

*Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010), h. 110

¥M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: SIRAJA,
2003), h. 55

“Abd. Somad, Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 277
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5)
6)
7)

8)
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Adil

Dapat mendengar dan melihat
Bebas, tidak dalam paksaan
Tidak sedang mengerjakan ihram

Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab gabul

Syarat ijab gabul

1)
2)

3)

4)

5)

Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

Menggunakan kata-kata nikah, tajwiz atau terjemahan dari kedua kata
tersebut

Antara ijab dan gabul bersambung

Orang yang terkait ijab dan gabul tidak sendang ihram atau umrah.*

Adapun syarat-syarat sigat (bentuk akad) yang lain ialah hendaknya

dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad,

penerima akad, dan saksi, sigat hendaknya mempergunakan ucapan Yyang

menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan

waktu yang akan datang.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 syarat-syarat dan rukun

perkawinan sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam pasal 6 yaitu:

a.

b.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21

tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tuanya.

“' Abd. Somad, Hukum Islam, h. 10
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c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang
dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup
atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari
wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan
dan garis keturunan lurus ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan
dapat menyatakan keadaannya.*?

4. Tujuan dan hikmah Perkawinan
Di antara tujuan dan hikmah perkawinan adalah agar terciptanya suatu

keluarga atau rumah tangga yang harmonis, penuh kedamaian, saling terjalin rasa
kasih dan sayang antara suami dan istri. Untuk membangun rumah tangga ideal
tersebut harus melalui ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan-
ketentuan ajaran Islam.*® Hanya dengan cara demikian konsekuensi adanya hak
dan kewajiban serta rasa tanggungjawab antara pasangan suami istri dapat muncul
dalam membina dan membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia,
sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Qur’an dalam Q.S. al-Rum (30): 21,
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“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
(Surabaya: Winpress RI, 2007), h. 8

“Hasan AF, Perkawinan dalam Perspektif al-Qur’an: Nikah, Talak, Cerai, Ruju’,
(Jakarta: Nusantara Damai Press, t.th), h. 12
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Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi kaum yang berfikir.**
Dan melalui ikatan perkawinan tersebut diharapkan lahirnya generasi
penerus yang berkualitas dan dapat melangsungkan keturunan umat manusia

sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. al-Nahl

(16): 72

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu,
dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka
beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?*
Adapun secara rinci tujuan perkawinan sebagai berikut:*®

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat
kemanusiaan

b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa

c. Memperoleh keturunan yang sah

*Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406

45Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam, h. 11
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d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang
halal serta memperbesar rasa tanggungjawab.

e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah,

f. lkatan perkawinan yang misagan galiza sekaligus menaati perintah Allah
swt., bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir
dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam
kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syarat
hukum Islam.

Al-Qur’an dan sunnah Nabi saw., telah banyak memberi anjuran bagi yang
telah mampu agar segera menikah. Hikmah yang kandung di balik anjuran
tersebut bertebaran mewarnai perjalanan hidup manusia.

Secara sederhana, setidaknya ada 5 hikmah dibalik perintah menikah
dalam Islam,*® yakni:

a. Sebagai wadah syahwat manusia
Allah swt., menciptakan manusia dengan menyisipkan hawa nafsu dalam

dirinya. Ada kalanya nafsu tersebut bereaksi positif dan ada kalanya bereaksi
negatif. Manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya dan
menempatkannya sesuai wadah yang telah ditentukan akan sangat mudah terjebak
pada ajang pegulatan dengan syahwat terlarang. Pintu pernikahan adalah sarana
yang tepat dan jitu dalam mewadahi aspirasi naluri normal seorang anak

keturunan Adam.

*Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Nasional, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 23
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b. Mengukuhkan Akhlak terpuiji
Dengan menikah, dua anak manusia yang berlawanan jenis tengah
berusaha dan selalu berupaya membentengi serta menjaga harkat dan martabatnya
sebagai hamba Allah yang baik.
c. Membangun rumah tangga islami
Slogan “sakinah, mawaddah warahmal” tidak akan menjadi kenyataan
jika tanpa dilalui proses pernikahan.
d. Memotivasi semangat ibadah
Rialah Islam jelas memberikan keterangan pada umat manusia bahwa
tidaklah mereka diciptakan oleh Allah saw., kecuali untuk bersembah sujud
beribadah kepadaNya. Dengan menikah, diharapkan pasangan suami istri saling
mengingatkan kesalahan dan kealpaan. Dengan menikah satu sama lain memberi
nasihat untuk menunaikan hak Allah dan RasulNya.
e. Melahirkan keturunan yang baik
Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang shalih, berkualitas
iman dan takwanya, cerdas secara spiritual, emosional maupun intelektual.
Dengan menikah, orang tua bertanggungjawab dalam mendidik anak-anaknya
sebagai generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah swt. Tanpa pendidikan
yang baik tentulah tak akan mampu melahirkan generasi yang baik pula.
Kelima hikmah pernikahan tersebut adalah satu aspek dari banyak aspek di
balik titah menikah yang di syi’arkan oleh Islam kepada Umatnya. Bahkan al-
Qur’an secara gamblang memberi informasi kepada manusia yang takut hidup

dalam kemiskinan dan kefakiran hendaknya ia menikah, sebab dengan menikah
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maka terjaminlah hidupnya dari kefakiran, hal ini sebagaimana diungkapkan

dalam Q.S an-Nur (24): 32

T 1580 o) Ll $als Je ekl Ko LN ,238005
(T e @)ﬁ)i@wm;ﬁ;’j
Terjemahnya:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*’

Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut dengan janji Allah swt., bahwa jika
ada seseorang yang berkekurangan lalu ia menikah maka Allah swt., akan
mencukupi kebutuhannya dengan RezekiNya, sebab Allah adalah al-Razaq (Yang
Maha Memberi Rezeki).

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat
tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam
mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang,
untuk memperolah keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti
ketentuan-ketentuan yang telah datur oleh syariah*® dan undang-undang yang
berlaku dalam negara.

5. Larangan dalam Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang

ditentukan tetapi belum tentu perkawinan tersebut sah sepenuhnya, sebab ada

“"Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 354
48Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 114
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faktor lain yang menghalangi sahnya perkawinan tersebut, halangan perkawinan
tersebut juga disebut dengan larangan perkawinan.

Adapun yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini
adalah orang-orang yang haram dinikahi atau tidak boleh dinikahi menurut
ketentuan syari’at sebagaimana diatur dalam al-Qur’an dan hadis Nabi saw.
larangan perkawinan tersebut ada dua macam:

a. Larangan perkawinan yang haram selamanya, dalam artian haram
hukumnya sampai kapanpun dan dengan sebab apapun laki-laki dan
perempuan tersebut tidak boleh dinikahkan atau melakukan proses
perkawinan. Larangan ini disebut juga dengan mahram mu’abbad.

b. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara (tidak permanen) dalam
arti larangan tersebut berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu atau oleh
sebab tertentu yang jika hilang sebab tersebut maka keduanya (perkawinan
laki-laki dan perempuan tersebut adalah halal). Status ini biasa juga
disebut dengan mahram gairu mu’abbad.*®
Mahram mu’abbad ialah larangan untuk saling menikahi selamanya, dalam

hal ini ada tiga faktor penyebabnya:

1) Karena adanya hubungan darah

2) Disebabkan adanya pertalian susuan (saudara sepersusuan)

3) Larangan karena hubungan musararah

Sedangkan mahram gairu mu’abbad ialah larangan yang berlaku untuk

sementara waktu, artinya larangan tersebut hanya berlaku pada waktu tertentu dan

YAli Ahmad al-Juwarji, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, (Semarang: Asy-Syifah,
2000), h. 256
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dalam keadaan tertentu pula, dan jika keadaan berubah maka tidak lagi menjadi
haram untuk saling menikahi.*
a. Memadu dua orang bersaudara

Diharamkan memadu dua orang perempuan bersaudara kandung atau
antara seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya, atau seorang perempuan
dengan bibi dari ibunya dengan penjelasan seseorang menikahi dan
mengumpulkan dua orang yang haram dikumpulkan, misalnya dalam satu kali
akad untuk dua orang istri sekaligus, maka akad tersebut tidak sah.”* Hal ini

sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa’ (4): 23
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Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu
yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan
dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;
saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak

0 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 110

*'"Muhammad al-Gazali, Fathul Qarib, diterjemahkan oleh Abu Haszim Mubarok dengan
judul, Figh Idola, (Bandung: Trigenda Karya, 2000), h. 33
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isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,
tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu
ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan
bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan
(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah
terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.>?
b. Istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang beriddah
Diharamkan bagi seorang muslim mengawini istri orang lain yang masih
dalam ikatan sah atau mantan istri orang lain yang masih dalam masa ‘iddah.
c. Perempuan yang telah ditalak tiga kali
Perempuan yang telah dijatuhi talak tiga tidak halal bagi suami pertamanya
sebelum ia dikawini oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah.>* Namun
untuk kasus keindonesiaan hal ini dikembalikan kepada putusan hakim, jika
hakim tidak menjatuhkan talak 3 maka mereka masih dapat rujuk, dan sebaliknya.
Persoalan ini sebenarnya cukup rumit, sebab jika dipahami dari sumber hukum
asalnya maka ketika suami telah menjatuhkan talak 3 kali pada sang istri maka ia
telah haram bercampur dan rujuk kembali.
d. Melangsungkan agad pernikahan pada saat ihram
Setiap kaum muslimin baik laki-laki atau perempuan yang sedang

melakukan ihram haram hukumnya melangsungkan akad pernikahan, kalaupun

dilanjutkan maka ia hukumnya batal dengan sendirinya (tidak sah).>

**Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 79

3 As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, A/-Qur’an dan as-Sunnah Berbicara Wanita,
(Jakarta: Darul Falah, 2001), h. 481

*Tilhami dan Sohari, Fighi Munakahat, h. 73
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e. Menikahi budak, padahal mampu menikahi wanita merdeka

Ulama sepakat bahwa budak laki-laki bolenh menikah dengan budak
perempuan, dan perempuan merdeka boleh dikawini oleh budak laki-laki asalkan
tuannya rela, tetapi jumhur ulama tidak memperbolehkan laki-laki merdeka kawin
dengan budak perempuan, kecuali dengan 2 syarat yaitu: karena tidak mampu
menikahi wanita merdeka dan karena khawatir berbuat zina.
f.  Menikahi pezina

Tidak dihalalkan bagi kaum muslimin menikah dengan pezina (baik laki-
laki atau perempuan) kecuali apabila mereka telah bertaubat.>® Hal ini sesuai

dengan keterangan nash dalam Q.S. al-Nur (24): 3
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Terjemahnya:
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan
yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.>®

g. Laki-laki atau perempuan musyrik
Larangan menikahi wanita musyrik atau laki-laki musyrik ini ketentuanna
diatur secara langsung oleh al-Qur’an dalam surah al-Bagarah (2) ayat 221

sebagai berikut:

> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 130
**Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 350
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Terjemahnya:
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,
walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.®
Selain larangan di atas terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh Islam,
yakni perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan syari’at Islam,
nikah kontrak misalnya, sebab hal tersebut telah menyimpang dari tujuan
perkawinan, yakni untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah

warahmah, bukan hanya untuk kepuasan syahwat semata.

C. Tradisi Merariq Suku Sasak
1. Sejarah Singkat Suku Sasak
Sasak secara etimologi berasal dari kata sah yang berarti pergi dan shaka
yang berarti leluhur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sasak memiliki

arti pergi ke tanah leluhur. Dari pengertian inilah diduga bahwa leluhur orang

°7 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 35
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sasak itu adalah orang jawa. Bukti lainnya merujuk kepada aksara sasak yang
digunakan oleh orang sasak disebut sebagai Jejawan, merupakan aksara yang
berasal dari tanah Jawa, pada perkembangannya aksara ini dipersepsikan dengan
baik oleh para pujangga yang telah melahirkan tradisi kesusastraan Sasak.
Karakteristik fisik, bahasa dan budaya suku sasak juga banyak dipengaruhi oleh
budaya pulau-pulau terdekat, seperti Jawa, Bali dan Sumbawa.®

Pendapat lain beranggapan bahwa kata Sasak berasal dari kata sak-sak
yang dalam bahasa Sasak berarti sampan. Pengertian ini dihubungkan dengan
kedatangan nenek moyang orang sasak dengan menggunakan sampan dari arah
barat. Sumber lainnya yang sering dihubungkan dengan etimologi Sasak adalah
kitab Nagarakertagama yang memuat catatan kekuasaan Majapahit abad ke-14,
ditulis oleh Mpu Prapanca. Dalam kitab tersebut terdapat ungkapan lombok sasak
mirah adi, pemaknaan ini merujuk kepada kata sa-sak yang diartikan sebagai satu
atau utama. Lombok (lomboq) dari bahasa kawi yang dapat diartikan sebagai jujur
atau lurus, mirah diartikan sebagai permata dan adi bermakna baik. Maka
ungkapan Lombok Sasak mirah adi berarti kejujuran adalah permata kenyataan
yang baik nan utama. Masyarakat suku sasak merupakan masyarakat yang masih
memegang teguh tradisi dan mempertahankan kebudayaan sampai saat ini. Kini,
suku sasak bukan hanya sebuah kelompok masyarakat tetapi juga merupakan
salah satu etnis yang melambangkan kekayaan tradisi yang dimiliki oleh

Indonesia.>®

% peter J. Matthews dkk, Ethnobotanical Study on Local cuisine of The Sasak Tribe in
Lombok, Journal of Ethnic Foods, 2016, h. 189

*Lalu Lukman, Pulau Lombok dalam Sejarah: Ditinjau dari Aspek Budaya, (Mataram:
2005),h. 3
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Sasak adalah penduduk asli dan kelompok etnik mayoritas lombok.
Mereka meliputi lebih dari 90% dari keseluruhan penduduk lombok.®® Kelompok-
kelompok lain seperti Bali, Sumbawa, Jawa, Arab, dan Cina adalah para
pendatang. Namun saat ini suku sasak tidak hanya tinggal di lombok, melainkan
telah banyak yang ikut melakukan transmigrasi di banyak daerah di antaranya
Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Timur.

2. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Suku Sasak
a. Midang

Midang merupakan fase pertama yang harus dilalui oleh pasangan muda-
mudi sebelum menuju perkawinan. Midang merupakan salah satu bentuk kegiatan
yang dilakukan oleh para pemuda dalam upaya memantapkan hati untuk mencari
pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan atau pilihan hati.®* Para pemuda
dengan leluasa berkunjung layaknya kunjungan bertamu yang mengedepankan
etika kesopanan ke rumah-rumah gadis dengan tujuan “memilih” gadis yang
cocok untuk dijadikan sebagai teman hidup dalam berumah tangga.

Demikian halnya dengan seorang gadis yang didatangi oleh beberapa
pemuda setiap malam dapat memilih calon pasangan hidupnya dengan leluasa
sehingga sampai si gadis menemukan pasangan yang cocok sebagai pelindung dan
penanggungjawab dalam kehidupan berumahtangga.

Pada dasarnya pemidangan terjadi akibat dari adanya sebuah pertemuan

yang dirangkai dengan perkenalan terlebih dahulu di mana pertemuan dan

Erni Budiwanti, Is/lam Sasak: Wetu Telu versus Lima Waktu, (Yogyakarta: LkiS,
2000), h. 6

'Sudirman dkk, Presisi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak, (Lombok Timur:
Pusakanda, 2012), h. 61
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perkenalan itu biasanya terjadi pada tempat-tempat tertentu seperti pesta, musim
tanam padi,®? dan sebagainya.
b. Merariq

Merarig merupakan tindak lanjut dari prosesi pemindangan yang
dilakukan berkali-kali sampai terjadinya suatu bentuk kesepakatan bersama untuk
membangun dan membina rumah tangga. Proses merariq pada masyarakat suku
Sasak beraneka ragam seperti: kawin gantung (yakni perkawinan yang dilakukan
dengan mengikat kedua calon pengantin mulai dari sejak kecil tetapi baru boleh
bergaul setelah akil balig atau sesuai kesepakatan dari orang tua kedua belah
pihak), kawin lari yakni perkawinan yang terjadi dengan cara melarikan si gadis
tanpa sepengetahuan orang tua si gadis. Ada juga yang dikenal dengan sebutan
terperondong atau dijodohkan, tetapi dalam hal ini beda dengan kawin gantung.
Antara orang tua kedua belah pihak membuat kesepakatan-kesepakatan yang
sangat longgar dan tidak mengikat kawin dengan cara balakog (yakni perkawinan
yang terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak baik orang tua maupun calon
pengantin).

Pada kesempatan ini akan diuraikan salah satu dari prosesi perkawinan
yang umumnya berlaku di masyarakat sasak dan sekaligus merupakan istilah yang
penulis pilih dalam penelitian ini, yakni merariq dalam artian menculik si gadis
untuk dibawa lari ke rumah laki-laki tanpa sepengetahuan orang tuanya.
Penculikan ini merupakan keputusan terakhir yang diambil oleh calon pengantin

laki-laki apabila dengan cara belakoq sudah tidak mendapat restu dari orang tua

2Suhardi dkk, Upacara Daur Hidup Suku Sasak, (Mataram: Pustaka Widya, 2010), h. 65
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calon pengantin wanita. Untuk menegaskan keputusan merariq benar-benar tidak
mendapat restu atau untuk menghindari rasa kecewa dari pemuda lain yang sering
datang midang ke rumah si gadis agar orang tua si gadis tidak merasa sedih atau
bersalah maka kedua calon pengantin melakukan perjanjian untuk melakukan
perkawinan tanpa sepengetahuan orang tua dengan cara menculik si gadis.®

Biasanya penculikan ini dilakukan pada malam hari antara waktu magrib
dan isya’, dimana si gadis dijemput pada tempat yang telah disepakati kedua calon
pengantin. Jika dilakukan siang hari dianggap “pengecut” sehingga di belakang
hari akan didenda, berupa tidak diperbolehkan masuk pekarangan apa lagi sampai
naik serambi. Denda subsidinya sangat besar, dahulu 49 kepeng, suatu jumlah
yang sangat besar pada zaman dahulu. Jika ini terjadi maka pihak laki-laki akan
sangat malu karena namanya tercoreng di mata masyarakat. karenanya, biasanya
dilakukan upaya damai secara diam-diam dengan denda yang jauh lebih kecil.

Dipilihnya malam hari adalah untuk menyakinkan bahwa peristiwanya
terjadi benar-benar tanpa sepengetahuan orang tua. Dalam rombongan penjemput,
ketentuan adat mengharuskan keikutsertaan seorang wanita suci dalam arti telah
memasuki masa menopause. Ini bertujuan agar ada yang menemani si gadis dalam
proses perjalanan kawin lari, sehingga tidak terjadi sesuatu di luar norma susila
dan demi menghindari kecurigaan masyarakat.

c. Basebo (Membawa mempelai wanita ke rumah kerabat laki-laki)
Dalam prosesnya, si gadis yang dijemput tidak langsung dibawa ke rumah

orang tua laki-laki, tetapi ke rumah keluarga atau kerabat dekat dari orang tua

$3Satria Wangsa, Merariq dalam Konstelasi Kekinian, (Lombok Post, 6 Juni 2010), h. 20
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laki-laki. Basebo ini dilakukan dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang
tidak diinginkan oleh kedua calon pengantin jika orang tua si gadis mencari atau
hendak merebut kembali anaknya yang telah dilarikan.

Hal ini juga bertujuan sama, bahwa keputusan merariq benar-benar
merupakan keputusan kedua calon mempelai. Sebelum naik ke rumah, calon
pengantin wanita terlebih dahulu akan dicuci kakinya oleh “wanita suci” yang ikut
dalam rombongan mbait tadi, dengan menggunakan siwur (alat penyendok air dari
tempurung kelapa) atau gayung. Begitu calon pengantin wanita datang seketika
dilakukan persiapan memasak (yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu).®*

Memasak serba dadakan ini juga erat kaitannya dengan skenario bahwa
keputusan ini bebas dari pengetahuan kedua orang tua. Yang dilakukan pertama
adalah menyembelih ayam dengan terlebih dahulu tepekok (di-keok-kan), istilah
ini berasal dari kata keok suara ayam. Maksudnya agar tetangga tahu bahwa ada
orang yang merariq. Dengan mendengar suara ayam yang dikeokkan para
tetangga pun dapat mengerti bahwa suara keokan ayam antara magrib dan isya’
berarti ada tetangga yang merariq. Setelah mencari tahu siapa yang merarig maka
tetangga yang perempuan datang membawa beras, kopi, gula dan apa saja yang
diperlukan untuk keperluan memasak pada malam itu, sedangkan semua tetangga
laki-laki terutama dari kalangan pemuda membawa ayam.

Semua bawaan itu langsung dimasak dan dimakan bersama, hal ini disebut

merangkat, yakni makan dengan menggunakan wadah semacam nare berkaki dari

#Solichin Salam, Lombok Pulau Perawan Sejarah dan Masa Depannya, (Jakarta: Kuning
Mas, 1992), h. 22
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kayu yang disebut dulang.® Biasanya paha ayam yang satu diperuntukkan buat
kedua calon pengantin dimana pada waktu makan mereka sepiring berdua,
kemudian paha ayam yang disiapkan diangkat sedikit oleh calon pengantin laki-
laki kemudian calon pengantin perempuan mengambilnya dengan sedikit agak
ditarik sehingga terlihat sangat akrab dan serasi sebagai calon pengantin.

Sebelum acara makan dimulai, dilakukan terlebih dahulu totok telog
(memecahkan telur) sebagai tanda dimulainya makan bersama. Setelah selesai
makan dilakukan prosesi melepas sengkang, yakni anting agak besar yang terbuat
dari gulungan daun lontar sebagai tanda kesediaan melepas masa remajanya.

d. Mesejati (Pemberitahuan kepada pihak keluarga perempuan)

Mesejati adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh keluarga pengantin
laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan bahwa kedua anak tersebut telah
kawin,® dalam arti kiasan yang maksudnya bertekat untuk menikah. Orang yang
datang mesejati paling sedikit 4 orang terdiri atas Kadus, kepala RT, Kepala RW
dan satu orang dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Keempat orang ini
mendatangi kepala desa, kepala dusun dan ketua RT bersama-sama mendatangi
orang tua dari pengantin wanita. Keempat utusan dari kalangan pengantin wanita
melaporkan bahwa proses mesejati dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga calon
pengantin perempuan. Untuk menghindari kecemasan orang tua calon pengantin
wanita yang kehilangan anak gadisnya maka sesegera mungkin dilakukan

pemberitahuan.

%Suhardi dkk, Upacara Daur Hidup Suku Sasak, h. 110

L ulu Lukman, Tata Budaya Adat Sasak di Lombok, (Cet. 1I; Mataram: Citra Mandiri,
2008), h. 47
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Sayur bening daun kelor tanpa garam dan lauk paha ayam yang tadinya
sengaja disisinkan pada waktu prosesi merariq yang diawali dengan mbait,
disadari bahwa itu merupakan awal peristiwa yang akan membawa konsekuensi
dan tanggungjawab yang berat sesudahnya. Utusan yang ditugaskan mesejati
berpakaian adat. Mereka diperlengkapi dengan bawaan yang disebut sesirah. Ini
merupakan perlengkapan terpenting dan bermakna paling sakral dalam setiap
tahapan prosesi perkawinan selanjutnya. Sesirah adalah sebuah perlambangan
berupa wadah terbuat dari talam kuning (tidak boleh terbuat dari logam yang lain)
yang pada bagian dalamnya ditaruh kain usap, di atas kain usap ditaruh sebilah
keris, kain kembang komak, selembar kain tenun bermotif hitam putih, jarum dan
benang. Semua perlengkapan sesirah ini secara filosofi mengandung makna yang
bertalian erat dengan persoalan hidup dan mati.®” Tidak dapat diukur seberapa
dahsyatnya peristiwa merariq itu telah mempengaruhi suasana emosional pihak
keluarga besar calon pengantin wanita, karena itu pihak keluarga calon pengantin
laki-laki bersiap untuk menerima resiko bahkan bila perlu ditebus dengan
kematian sekalipun.®®

e. Selabar (Penyebarluasan kepada khalayak ramai)

Selabar atau nyelabar adalah kelanjutan dari mesejati, yang berarti
menyebarluaskan kepada khalayak ramai tentang peristiwa merariq yang terjadi.
Caranya, dengan memukul kemong sebanyak tiga kali dilakukan di depan
bencingah desa, di pasar atau di prempatan jalan. Jika dilakukan di perempatan

kemong dipukul di ujung jalan. Selesai melakukan pemukulan kemong, utusan

"Erni Budiwanti, /s/am Sasak Wetu Telu versus Waktu Lima, h. 160

SNur Yasin, Hukum Perkawinan Islam Sasak, (Malang: Malang Press, 2008), h. 181
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nyelabar menuju ke kepala desa dan dilanjutkan ke rumah orang tua pengantin
perempuan untuk melaporkan bahwa kegiatan nyelabar telah dilaksanakan.®®
f. Bait Wali (menuntut wali nikah)

Setelah dilakukan selabar maka kegiatan selanjutnya adalah bait wali
yakni menunjuk wali nikah kepada pihak pengantin perempuan. Keluarga
pengantin laki-laki mendatangi keluarga pengantin perempuan sebagaimana
perjalanan waktu melakukan sejati dan selabar tetapi pada waktu bait wali
ditambah dengan satu orang personil lagi, yakni Kiyai atau penghulu. Di beberapa
desa, bait wali didahului dengan cara perebaq pucuk. Secara harfiah perebaq
berarti merebahkan atau meletakkan, pucuk berarti ujung, sebagai kiasan dari
senjata tajam, biasanya keris. Jadi perebaqg pucuk berarti gencatan senjata. Situasi
gencatan senjata ini terjadi karena secara adat, sejak peristiwa kawin lari tersebut
kedua keluarga seolah-olah sedang dalam suasana bersitegang satu sama lain
sehingga perlu penyelesaian adat secara seksama.

Penyelesaiannya melalui sorong serah aji krama yang diikuti nyongkolan.
Kedatangan utusan dari pihak pengantin laki-laki termasuk penghulu meminta
kesediaan wali atau orang tua laki-laki dari pihak perempuan untuk datang ke
rumah pihak pengantin laki-laki menikahkan kedua kedua calon pengantin, jika
wali dari calon pengantin perempuan tidak bersedia menikahkan anaknya maka

boleh berwakil, itulah sebabnya pihak laki-laki membawa penghulu.

%Perman Gde, Tati Tata Perkawinan Adat Sasak, (Mataram: Lembaga Pembakuan dan
Penebaran, 1998), h. 23
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g. Nikahan (Adat Nikah)

Setelah dilakukan bait wali, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh
wali dari pengantin wanita maka pihak pengantin laki-laki melakukan persiapan
mulai dari persiapan jamuan para tamu undangan, persiapan rombongan wali,
persiapan tempat, mas kawin, serta kelangsungan acara.

Adat pengambilan akad nikah biasanya dilakukan setelah selesai shalat
Isya’, tergantung dari kesiapan wali pithak pengantin perempuan. Pada waktu
pengambilan akad nikah berlangsung, biasanya penghulu atau kiyai meminta
pengantin perempuan izin agar dinikahkan dengan pengantin laki-laki kemudian
dilanjutkan dengan pembacaan dua kalimat syahadat.”

Wali dari pengantin perempuan duduk berhadapan dengan pengantin laki-
laki sambil saling berjabat tangan, wali pengantin perempuan mengucapkan ijab
gabul dengan pengantin laki-laki dengan bahasa yang nyaring, dan lancar tanpa
terputus-putus. Untuk mas kawin apabila pengantin wanitanya masih gadis maka
yang menentukan adalah orang tua atau wali, sedangkan jika janda maka mas
kawinnya ditentukan oleh pengantin wanita itu sendiri.

Biasanya jika pengantin wanitanya masih gadis maka orang tua atau wali
meminta mas kawin berupa tanah atau perhiasan serta perlengkapan shalat, tetapi
jika janda maka tergantung keinginan wanita itu sendiri. Setelah selesai

pengucapan ijab gabul akad nikah maka pengantin laki-laki memberikan mas

" Anonim, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lombok, (Jakarta: Proyek Penelitian
dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992), h. 14
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kawin kepada pengantin perempuan tertanda telah resmi menjadi pasangan suami
istri.”*
h. Bait Janji (Mengambil janji)

Setelah dua pekan atau lebih kedua pengantin melaksanakan akad nikah,
maka pihak keluarga pengantin laki-laki mengutus beberapa orang untuk meminta
kesiapan dari pihak pengantin wanita menerima kedatangan kedua pengantin
berkunjung ke rumah orang tua pengantin wanita. Permintaan kesiapan
penerimaan ini disebut bait janji. Biasanya bait janji ini diikuti oleh beberapa
permintaan dari pihak pengantin wanita. Permintaan dari pihak pengantin wanita
ini disebut gantiran.

i. Gantiran (Hantaran seserahan)

Adat menentukan bahwa semua biaya dalam perkawinan dibebankan
kepada pihak laki-laki. Meskipun dalam praktiknya seringkali pihak keluarga
pengantin wanita juga mengeluarkan sejumlah biaya untuk memeriahkan acara-
acara yang bakal berlangsung. Seberapa besar biaya yang akan dibebankan, tidak
digunakan ukuran menurut jumlah uang melainkan berupa sejumlah mterial, yang
disebut gantiran.”

Meskipun ada perundingan-perundingan kedua belah pihak dalam
menentukan besarnya beban untuk pembiayaan acara, tetapi prinsip
perundingannya dilakukan dengan cara longgar, ikhlas dan penuh kekeluargaan

sampai masing-masing pihak menemukan kesepakatan yang pantas. Perundingan

"H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani,
1989), h. 97

"Jurniasih N, Studi Perubahan Nilai Budaya Masyarakat Etnis Samawa Kawasan
Tambang, (Sumbawa: PT. NTT, 2005), h. 47
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soal beban tanggungan ini sama sekali jauh dari konteks transaksi. Dalam
praktiknya, perundingan dilakukan dengan mengemukakan seberapa besar
begawe (pesta) yang hendak dilangsungkan. Ini terkait dengan status
kemasyarakatan kedua belah pihak serta seberapa besar dan luas keluarga yang
mesti diundang.

Adapun tingkatan gantiran dibedakan menjadi gantiran utama,
pertengahan dan sederhana. Gantiran utame terdiri dari 2 ekor sapi, 120 catu
beras (300 kg), 30 pikul kayu, 200 butir kelapa, 10 botol minyak kelapa dan
bumbu-bumbu secukupnya. Gantiran madye (sederhana) terdiri dari 1 ekor sapi,
150 kg beras, 15 pikul kayu, seratus butir kelapa, 5 botol minyak kelapa dan
bumbu-bumbu secukupnya. Gantiran niste (biasa) terdiri dari setengah ekor sapi,
75 kg beras, 8 pikul kayu, 50 butir kelapa, 3 botol minyak kelapa dan bumbu-
bumbu secukupnya. Penyerahan gantiran dilakukan secara seremonial diiringi
dengan gamelan.

j. Begawe (Pesta)

Setelah disepakati besarnya gantiran, biasanya bersamaan dengan itu
disepakati hari pelaksanaan begawe. Biasanya begawe dilaksanakan dua hari. Hari
pertama disebut jelo jait (hari pembukaan), hari kedua disebut jelo gawe yakni
hari puncak pelaksanaan begawe. Lazimnya begawe berlangsung pada siang hari,
karena pada hari itu juga dilaksanakan prosesi sorong serah aji krame dan
nyongkolan. Begawe memerlukan biaya sangat besar dan memerlukan waktu yang

cukup lama sejak persiapan sampai selesai. Dimulai dari ngayuk, mengumpulkan
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kayu bakar secara gotong royong untuk kebutuhan pelaksanaan begawe.”
Kemudian dilanjutkan dengan tanjek pawon mendirikan dapur dan membuat
semacam tarop utnuk menerima tamu yang tiangnya terbuat dari pohon pinang
atau bambu dan atapnya terbuat dari anyaman daun kelapa.

Secara tradisional, utusan yang berolem (memberikan informasi kepada
sanak famili dan teman) ini terdiri dari dua orang, laki-laki dan wanita dewasa
yang telah menikah yang menggunakan pakaian adat harian, wanitanya
menggunakan pakaian lambung. Media yang digunakan sebagai undangan adalah
seikat rokok tradisional yang mengisyaratkan undangan untuk bapak-bapak dan
seperangkat sirih pinang untuk ibu-ibu. Berolem memiliki arti penting bagi
masyaraakt Sasak karena di dalamnya mengandung nilai kekerabatan yang
tinggi.” Bagi yang tidak mendapat oleman, meskipun karena lupa, akan merasa
sangat terpukul karena merasa dilupakan dan tidak dihargai.

Apabila diketahui ada kerabat yang lupa tidak diundang maka tidak bisa
lagi digunakan utusan, tetapi yang punya hajat langsung yang akan melakukan
pendekatan khusus atau menyampaikan oleman. Acara begawe dipimpin oleh
seorang ran, semacam kepala koki dalam dunia tata boga. Ran bertugas menjaga
keselamatan dan kelancaran begawe, termasuk menjaga kalau ada orang yang
(secara spiritual) iseng mengganggu acara begawe, misalnya dengan cara
membuat masakan tidak bisa matang atau basi. Di bawah koordinator ran terdapat

beberapa orang agan yang bertugas mengolah masakan.

PPperman Gde, 7iti Tata Perkawinan Adat Sasak, h. 18

"Athar Yamani Zaki, “Kearifan Lokal dalam Ajaran Agama Islam Wetu Telu di
Lombok”, Jurnal Ulumuna, Vol. IX, Edisi. 15 nomor 1, 2010, h. 87.
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k. Sorong Serah Aji Krame (Harga adat)

Prosesi terpenting dari seluruh rangkaian adat perkawinan suku Sasak
adalah sorong serah aji krame. Prosesi ini dapat disepadankan dengan sidang
majelis adat untuk mendiskusikan dan menyelesaikan prosesi mulai dari status
sosial semenjak mbait, sebagai proses paling awal. Di dalam sidang majelis adat
diperbincangkan pula mengenai sangsi dan denda adat yang mungkin timbul
akibat adanya pelanggaran di dalam seluruh rangkaian prosesi sebelumnya.”

Dari sudut pandang adat Sasak, kegiatan ini merupakan pengabsahan suatu
perkawinan agar para pengantin memperoleh hak-haknya secara adat. Adapun jika
prosesi ini tidak dilakukan maka kedua pengantin akan kehilangan hak-hak adat
misalnya hak atas status sosial atau gelar-gelar adat bagi anak yang dilahirkan
kelak. Bahkan ada kemungkinan mereka akan kehilangan hak dalam soal warisan
harta benda.

I. Bewacan (Simbol Adat)

Pisolo adalah utusan pembayun penyorong yang ditugaskan untuk
menanyakan kesiapan ulem-uleman, pesilaan atau undangan sang handowe
karye.”® Apabila sudah siap untuk menerima, pembayun memasuki lace-lace adat
untuk menyerahkan aji krame suci lambang adat dimaksud. Hendaknya
berpakaian yang rapi, bersih menurut ketentuan-ketentuan pakaian adat Sasak dan

juga harus menguasai bahasa-bahasa yang dipergunakan oleh pisolo itu sendiri.

PWahyuddin Lukman, Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok
(Merariq) dalam Muara Pluralisme Hukum, (NTB: Aspekindo, 2014), h. 33

"Suhardi dkk, Upacara Daur Hidup Suku Sasak, h. 73
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m. Nyongkolan (Upacara Parade)

Prosesi merariq yang paling semarak adalah nyongkolan. Dilakukan
segera setelah sorong serah telah berakhir. Pada waktu nyongkol, pihak keluarga
pengantin laki-laki akan datang dalam bentuk kernaval rombongan pengantin dan
membuat formasi. Pihak keluarga pengantin wanita pun membuat formasi dengan
urutan yang sama. Barisan terdepan membawa karas, disusul pembawa minuman,
biasanya kelapa muda yang nantinya digunakan untuk menjamu rombongan
nyongkolan.”’

n. Bales Ones Nae (membalas telapak kaki)

Satu atau dua hari setelah acara yang meletihkan; begawe, sorong serah
dan nyongkolan yang dilakukan serentak dalam sehari, kemudian dilakukan bales
ones nae (membalas telapak kaki), atau napak tilas. Acara ini hanya dihadiri oleh
keluarga terdekat saja dari kedua belah pihak, tanpa acara seremonial. Pada saat
inilah seluruh keluarga (kedua belah pihak) diperkenalkan satu persatu sebagai

akibat dari ikatan perkawinan.

D. Teori Negosiasi Pra Nikah dalam Islam
Secara umum kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris to negotiate, to be
negotiating, yang artinya ialah merundingkan, membicarakan kemungkinan

tentang suatu kondisi, dan atau menawar. Sedangkan kata turunanya antara lain

"L alu Mahir, Adat Perkawinan Suku Sasak, (Lombok: Marong, 1998), h. 153
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ialah negotiation yang berarti menunjukkan suatu proses atau aktivitas untuk

merundingkan, membicarakan sesuatu haluntuk disepakati dengan orang lain.”

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) negosiasi adalah proses
tawar-menawar dengan cara berunding demi tercapainya suatu kesepakatan
bersama.”® Sedangkan menurut kamus Oxford, negosiasi ialah wadah atau media
dalam diskusi formal untuk mencapai suatu kesepakatan. Adapun menurut
Wikipedia, negosiasi merupakan salah satu bentuk interaksi sosial antara kedua
belah pihak yang saling berkepentingan untuk menyelaraskan tujuan yang
berbeda.®

Negosiasi adalah perundingan antara dua belah pihak dimana di dalamnya
terdapat proses memberi, menerima, dan tawar menawar. Selain itu negosiasi juga
merupakan suatu klimaks dari sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh kedua
belah pihak untuk saling memberi dan menerima atas sesuatu yang ditentukan
dengan kesepakatan bersama.

Proses negosiasi ini dapat berkisar dari hanya memerlukan waktu dua
menit hingga bulanan, tahunan dan bahkan mungkin tidak terjadinya kesepakatan.
Beberapa kasus negosiasi mungkin hanya membutuhkan satu kali interaksi atau
mungkin melibatkan suatu hubungan jangka panjang. Negosiasi juga dapat
menghasilkan suatu keuntungan bersama atau sebaliknya, ada yang merasa puas

(menang) dan ada pula pihak yang harus menerima kekalahan.

"https://www.scribd.com/doc/315016587/MATERI-TEORI-NEGOSIASI diakses
tanggal 26 Juli 2019

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Cet.l; Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008), h. 1000

%https://www.materibindo.com/2018/05/teks-negosiasi.html diakses pada 20 Juli 2019


https://www.scribd.com/doc/315016587/MATERI-TEORI-NEGOSIASI
https://www.materibindo.com/2018/05/teks-negosiasi.html

57

Negosiasi dapat muncul dikarenakan adanya perebutan sumber daya, di
satu pihak menginginkan sesuatu yang ada pada pihak lain atau sebaliknya, atau
dikarenakan hendak menyamakan pandangan hidup dan menyelaraskan visi dan
misi suatu perusahaan atau individu. Negosiasi dapat terlaksana apabila ada isu
atau topik yang dapat, harus atau mendesak untuk dinegosiasikan. Seorang
negosiator tidak cukup hanya memiliki kecapakan dalam berinteraksi atau sekedar
hendak memaksakan persepsi tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk
menidentifikasi alternatif terbaik jika kesepakatan gagal diraih.

Teori negosiasi secara lebih spesifik digunakan sebagai media pengelola
konflik dalam mencari solusi. Negosiasi dimaknai sebagai perundingan dua pihak
yang beriktikad baik sifatnya individual atau kelompok untuk mencari solusi
penyelesaian bersama yang saling menguntungkan. Secara sederhana negosiasi
dipahami sebagai kesediaan dan kemauan untuk mencari opsi secara kreatif untuk
menemukan solusi.®*

Secara umum, negosiasi juga dapat dimaknai sebagai suatu upaya
penyelesaian sengketa kedua belah pihak yang berbeda kepentingan tanpa melalui
jalur hukum pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar
kerjasama yang lebih harmonis lantaran kedua belah pihak yang bersengketa akan
berhadapan secara langsung untuk mendiskusikan permasalahan mereka.®?

Negosiasi adalah suatu proses tawar menawar atau upaya untuk mencapai

kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis

*'M. Mukhsin Jamil (ed), Mengelola Konflik Membangun Damai, (Semarang: WMC
IAIN Walisongo, 2000), h. 44

%2 Joni Emirson, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi,
Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 44
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dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu
masalah yang sedang berlangsung. Negosiasi juga merupakan komunikasi
langsung yang didesain untuk mencapai suatu kesepakatan pada saat kedua belah
pihak saling memiliki kepentingan baik dengan tujuan yang sama atau berbeda.®®
Pengertian ini berbeda dengan mediasi, komunikasi yang dilaksanakan dalam
proses negosiasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga
sebagai penengah. Kualitas dari sebuah negosiasi sangat tergantung dari para
negosiator yang melakukannya.®*

Dengan demikian dapat dipahami secara sederhana bahwa negosiasi
merupakan suatu proses yang ditempuh oleh kedua belah pihak demi tercapainya
kesepahaman dan kesepakatan tanpa ada campur tangan pihak ketiga baik sebagai
penengah atau sebagai sarana mediasi. Hasil dari negosiasi tersebut akan tampil
lebih memuaskan dikedua belah pihak yang sedang mencari jalan tengah dan
sekaligus merupakan keputusan terbaik antara kedua belah pihak tanpa menuntut
adanya aparat hukum.

Tujuan dari negosiasi bisnis diantaranya:®

1. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling
pengertian dan persetujuan.
2. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi

secara bersama.

SMiftahul Huda, Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-larangan
Perkawinan Jawa, Jurnal Episteme IAIN Ponorogo, Vol. XII nomor 2, 2017, h. 387

%Frans Hendra Wunarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),
h. 25
Shttp://www.sumberpengertian.id/pengertian-negosiasi diakses pada 20 Juli 2019
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3. Mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan

(win-win solution).

Negosiasi merupakan salah satu bentuk manajemen konflik selain mediasi
dan dialog. Negosiasi lebih menekankan pada adanya pertukaran usulan yang
ditujukan untuk meminimalisir perbedaan akibat adanya ketidaksesuaian tujuan
yang dialami para anggota dengan cara menciptakan sebuah kesepakatan.
Umumnya, negosiasi dapat kita temui dalam berbagai bidang kehidupan seperti
proses transaksi antara penjual dan pembeli, perjanjian bisnis, interaksi antara
pihak manajemen dan buruh dalam sebuah perusahaan, hubungan pernikahan,
situasi penyanderaan, kerusakan lingkungan, dan lain-lain.

Terdapat beberapa pendekatan dalam negosiasi. Para ahli teori berbeda
dalam mengkategorikan berbagai aliran utama yang ada dalam negosiasi |.
William Zartman mengenalkan 5 (lima) tingkatan analisis yang berbeda dalam
negosiasi, yaitu pendekatan struktural, pendekatan strategis, pendekatan proses,
pendekatan perilaku, dan pendekatan integratif. Berikut adalah intisari pendekatan
negosiasi yang meliputi fitur dasar, asumsi, serta keterbatasan yang dimiliki oleh
masing-masing pendekatan.®®
1. Pendekatan struktural, menekankan pada makna, posisi, serta kekuatan;

dengan asumsi hasil negosiasi adalah win-lose. Namun memiliki keterbatasan
dalam hal posisi yang dapat menyebabkan hilangnya kesempatan diperolehnya
kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak serta terlalu

menekankan pada kekuatan.

86https://pakarkomunikasi.com/teori—negosiasi diakses pada 20 Juli 2019
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2. Pendekatan strategis, menekankan pada tujuan, rasionalitas, dan posisi;
dengan asumsi hasil negosiasi adalah win-lose.

3. Pendekatan proses, menekankan pada pembuatan konsesi perilaku serta posisi;
dengan asumsi hasil negosiasi adalah win-lose.

4. Pendekatan perilaku, menekankan pada perlakuan kepribadian dengan asumsi
hasil negosiasi adalah win-lose, ada pemenang dan ada yang kalah.

5. Pendekatan integratif, menekankan pada pemecahan masalah, menciptakan
nilai, komunikasi, dan hasil negosiasi adalah win-win solutions.

Ada dua acuan dasar (teori) yang memiliki relevansi dengan negosiasi di
antaranya Teori Permainan (Game Theory) dan Teori Perilaku (Behavioralisme
Theory). Yang pertama adalah Teori Permainan yang merupakan teori yang
menggunakan pendekatan matematis dalam merumuskan kondisi dan situasi
persaingan atau konflik antara yang berkepentingan. Teori ini dikembangkan
untuk menganalisa proses pengambilan keputusan melalui strategi optimum dari
banyaknya kondisi atau situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua
atau lebih kepentingan. Sedangkan menurut VVarma, teori permainan merupakan
sekumpulan pemikiran yang menguraikan strategi keputusan yang rasional dalam
situasi konflik dan kompetisi, ketika masing-masing peserta atau pemain saling
berusaha memperbesar keuntungan dan memperkecil kerugian.®’

Unsur-unsur yang terdapat pada teori ini terdiri dari matriks permainan
yang menunjukkan hasil dari strategi-strategi permainan yang berbeda, dimana

hasil tersebut divisualisasikan dalam bentuk ukuran efektivitas. Kedua, strategi

87Varma, Teori Politik Modern, (Cet. I; Jakarta: Rajawai Perss, 1992), h. 58
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permainan itu sendiri yang merupakan kegiatan menyeluruh para pemain, sebagai
reaksi atas aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain lain. Kemudian yang ketiga
adalah aturan permainan, yang menggambarkan kerangka strategi yang akan
dipilih oleh para pemain. Keempat yakni nilai permainan, apabila permainan
dikatakan adil maka nilai dari permainan tersebut ‘nol’ yang diartikan bahwa tidak
ada pemenang dalam permainan tersebut, sementara apabila terdapat pemenang
maka hasil atau nilainya bukan ‘nol’. Kelebihan dari teori ini yakni
perhitungannya yang begitu matematis sehingga kecil kemungkinan terjadinya
kecurangan. Namun sayangnya, teori ini tidak memperhatikan sikap pemain
dengan pesaingnya, sehingga apabila terdapat pemain yang kalah maka si
pemenang tidak peduli dan hanya peduli dengan keuntungan yang ia dapat.

Teori yang kedua adalah teori perilaku, dimana teori ini fokus pada
perilaku ataupun tingkah laku yang dilakukan oleh para negosiator sebagai akibat
stimulus. Seorang negositor yang ulung dapat mengetahui pandangan lawan
negosiator lainnya (sepakat atau tidak) dengan melihat perilaku, mimik wajah,
maupun tindakan yang ia terapkan. Sehingga dengan kata lain, karakter dari setiap
negosiator akan terdefinisikan masing-masing, melalui tingkah laku yang mereka
aplikasikan dalam negosiasi. Pada dasarnya teori perilaku ini merupakan kajian
Psikologi yang diaplikasikan melalui teori belajar.?® Oleh karena itu dalam
memahami tingkah laku seseorang secara benar harus memahami hubungan antara

stimulus yang satu dengan lainnya, serta memahami konsep yang mungkin

%https://zeqjs.wordpress.com/2015/09/04/teori-teori-dalam-negosiasi/ diakses pada 20
Juli 2019
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dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin timbul akibat respon
tersebut.

Adapun negosiasi pra nikah dalam Islam lebih dinekal dengan istilah
khitbah atau proses peminangan atau biasa juga dikenal dengan melamar. Kata
khitbah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata sama dengan al-
khatab dan al-khitab yang secara bahasa berarti pembicaraan. Yakni pembicaraan
yang menyangkut seseorang terkait ihwal perempuan. Proses peminangan ini
dilakukan untuk menanyakan kesiapan seorang wanita untuk dinikahi, syarat apa
saja yang dimintanya atau diminta oleh keluarganya, mahar apa yang diinginkan
dan sebagainya.

Hukum Islam menentukan empat syarat bagi seorang jika hendak
meminang wanita, antara lain:

1. Tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau dalam masa iddah
2. Tidak ada hubungan mahram antara keduanya

3. Beragama Islam

4. Dan keputusan ada dipihak wanita.®

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 11, 12, dan 13 menyebutkan
bahwa khitbah dapat dilakukan oleh seorang yang hendak mencari jodoh secara
langsung dan dapat juga dilakukan dengan mengutus perwalian atau seorang

perantara yang dipercaya untuk mengkhitbah wanita yang dikehendaki.

#sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 216
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E. Kerangka Pikir

Tradisi merarig yang merupakan warisan turun temurun suku Sasak
Lombok mampu bertahan di era modern yang deras dengan arus globalisasi yang
mengikis perlahan tradisi-tradisi masyarakat adat. Tradisi merariq ini terbukti
tetap eksis dengan melihat pola kehidupan sosial masyarakat suku Sasak yang
meski telah menetap lama di Sulawesi khususnya di Kabupaten Luwu Timur dan
diperhadapkan dengan berbagai tradisi dan kebudayaan lokal namun tetap mampu
mempertahankan tradisi khas Lombok mereka. Adapun skema kerangka pikir

dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Kabupaten
Luwu Timur

Perkawinan Adat
Merariq

Undang-undang No. 1

Tahun 1974 Al-Qur’an, Hadis, ljtihad

Hasil Penelitian




BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam rangka memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu
permasalahan maka diperlukan suatu kegiatan penelitian untuk mencari data
ilmiah sebagai perwujudan dan juga bukti dari kebenaran ilmiah itu sendiri. Oleh
karena itu penulis memandang perlu mengadakan suatu penelitian langsung di
lapangan dan bersentuhan langsung dengan objek yang menjadi rumusan
permasalahan dalam proposal tesis ini. Adapun metode penelitian yang digunakan
dalam penyusunan tesis ini adalah metode kualitatif," yakni terkait pandangan
hukum Islam dalam proses negosiasi perkawinan merarik suku sasak di
Kabupaten Luwu Timur.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan empiris dan teologis normatif, dimana pendekatan teologis normatif
digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang memiliki korelasi
dengan proses negosiasi dalam perkawinan merarik suku sasak di Kabupaten
Luwu Timur. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis
hukum yang tercermin dari perilaku masyarakat dan telah menjadi suatu adat yang
tumbuh subur di lingkungan masyarakat serta perilaku dalam berinteraksi dan
berbagai hubungan dalam aspek kemasyarakatan. Berbagai temuan dari lapangan

baik yang bersifat individu maupun kelompok akan dijadikan bahan utama dalam

YLexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2000), h. 6.
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mengungkap permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan
normatif.

Selaras dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka
spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yakni untuk memberikan
data yang teliti dan dapat dipertanggungjawabkan tentang suatu keadaan ataupun
gejala-gejala lainnya. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif dalam penelitian
ini karena penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban secara sistematis,
ilmiah dan menyeluruh mengenai berbagai hal yang terkait dengan proses
negosiasi dalam perkawinan merarik suku sasak dalam pandangan hukum Islam di
Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan analitis maksudnya ialah mengelompokkan,
menghubungkan serta membandingkan dan memberi penjelasan terkait berbagai
aspek dalam proses negosiasi dalam perkawinan merarik suku sasak di Kabupaten

Luwu Timur.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam tesis ini adalah masyarakat suku sasak yang ada di
Kabupaten Luwu Timur dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena di
lokasi tersebut banyak dijumpai baik data ataupun informasi yang cukup akurat
terkait proses negosiasi dalam perkawinan merarik suku sasak di Kabupaten Luwu
Timur. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yakni pada bulan

Juli tahun 2019 sampai bulan Agustus tahun 2019.
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C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi

Observasi ialah upaya pengamatan dan pencatatan secara sistematik
terhadap segala yang tampak pada objek penelitian.? Observasi dalam penelitian
ini digunakan untuk mengumpulkan data terkait fokus penelitian.

Tujuan dari observasi ini untuk mendiskripsikan kegiatan yang terlaksana,
orang yang terlibat di dalamnya, waktu kegiatan dan makna yang diperoleh dari
objek yang diamati. Adapun dalam pelaksanaan teknik observasi pada penelitian
ini bertujuan untuk mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi di lapangan
secara alamiah. Menurut Sugiono, observasi mengharuskan peneliti terlibat
dengan kegiatan sehari-hari objek yang sedang diamati atau yang dijadikan
sebagai sumber data dalam penelitian.® Pada observasi awal ditemukan bahwa
perkawinan merarik suku sasak berbeda dengan pernikahan adat suku Jawa,
ataupun pernikahan Bugis Luwu. Pada pernikahan merarik, seorang laki-laki
calon mempelai diharuskan untuk membawa lari (menculik) calon pasangannya
sebelum adanya kesepakatan perkawinan, dari sinilah kemudian muncul proses
negosiasi perkawinan.

2. Wawancara
Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan demi tujuan

penelitian dengan cara berdialog dan melakukan tanya jawab serta bertatap mula

23, Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Cet. V; Jakarta: Renika Cipta, 2005), h.
159

*Sugiyono dan Apri Nur Yanto (ed), Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta,
2007), h. 139
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secara langsung dengan yang bersangkutan.* Metode ini juga biasa disebut dengan
interview.

Penelitian dalam hal ini menggunakan teknik wawancara mendalam, yakni
dengan menggali informasi dengan melakukan wawancara langsung terhadap
tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat yang terlibat langsung dengan
perkawinan merarik suku sasak di Kabupaten Luwu Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data terkait
berbagai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, surat kabar dan lain
sebagainya.” Dengan tekni dokumentasi ini peneliti dapat memperoleh informasi
tambahan selain dari para narasumber, yakni berupa informasi tertulis atau dari
dokumen yang ada pada informan dalam bentuk manuskrip.

Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari
penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yang
merupakan pengumpulan berbagai dokumen dan data-data yang diperlukan dalam
memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian untuk kemudian ditelaah
secara mendalam dan seksama sehingga dapat mendukung dan menambah
kepercayaan dalam pembuktian suatu permasalahan.®

Teknik dokumentasi ini dalam sebuah penelitian digunakan sebagai
sumber data pendukung. Selain itu, data dokumentasi juga diperlukan untuk

melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Peneliti

*Nasution, Metodologi Research Penelitian Iimiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113
*Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 20

®Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h. 148
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dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data berupa
arsip, catatan, dan buku yang berkaitan dengan proses pelaksanaan serta tahapan-

tahapan perkawinan merarik susu sasak di Kabupaten Luwu Timur.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu
penelitian, karena dengan analisis data ini data yang diperoleh akan diolah untuk
mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan
yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang
dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.’

Data pada tahap ini dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa hingga
mencapai hasil akhir berupa kesimpulan kebenaran-kebenaran yang dapat
digunakan untuk menjawab berbagai persoalan yang diajukan dalam penelitian.
Metode kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan
data deskriptif, yaitu apa yang ditanyakan kepada responden baik secara tertulis
ataupun lisan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif, oleh sebab
itu penulis menggunakan analisis data kualitatif dalam penelitian ini, yakni proses
analisis data dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang

diperoleh dari hasil penelitian di lapangan kemudian dicari dengan teori yang

"Lexi J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, h. 248.
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berhubungan dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya ditarik kesimpulan
untuk menentukan hasil. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan
disajikan secara deskriptif, yakni dengan cara menentukan dan menggambarkan
apa adanya data yang diperoleh di lapangan sesuai dengan permasalahan yang
diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisis
data dalam 3 langkah:
a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, perumusan perhatian,
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari
catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih
data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai fokus penelitian. Dalam
mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, dirangkum,
dipilih yang pokok dan penting, kemudian dicari tema dan polanya untuk disusun
secara sistematis agar lebih mudah dikendalikan.
b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setalah proses reduksi data selesai. Penyajian
data merupakan kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya telah
dianalisis, tetapi analisis yang digunakan masih berupa catatan untuk kepentingan

peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan.
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c. Verifikasi Data

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan dan verifikasi
data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan
data inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang
beragam dan cukup banyak tersebut dalam konteksnya kemudian ditelaah
sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang berarti.®

Pada langkah ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah
disajikan, selanjutnya berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai
fokus penelitian. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah
pandangan hukum Islam terkait proses negosiasi dalam perlaksanaan perkawinan
merarik suku sasak di Kabupaten Luwu Timur tersebut akan dianalisis dan

kemudian dikaitkan dengan realitas empiris.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, setiap temuan harus dicek keabsahannya agar
hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat
dibuktikan keabsahannya.

Menentukan keabsahan dalam sebuah penelitian yang diperoleh dari
lapangan  perlu  dilakukan  dengan cara  diperiksa agar  dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Moloeng

menyebutkan empat kriteria dalam pengecekan keabsahan sebuah data temuan,

8K omariah dan Ridwan (ed), Metodologi Penelitian, h. 28-29
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yakni; Kredibilitas, Transferabilitas (validitas eksternal, Depandebilitas
(realibilitas), dan Konfirmbilitas (objektivitas).®
1. Kredibilitas
Dalam penelitian ini dilakukan beberapa kegiatan yang dapat membuat
temuan dan interpretasi yang dihasilakn lebih terpercaya yaitu dengan cara
perpanjangan keikutsertaan peleiti dan keikutsertaan peneliti dalam lapangan
sangat menentukan dalam pengumpulan data.
2. Transferabilitas
Transferbilitas bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur
dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari
dan kemudian mendiskripsikannya secara rinci. Peneliti mengadakan penelitian
dengan teliti, tekun dan tepat agar mampu menguraikan masalah secara rinci.
3. Dependabilitas
Dependabilitas adalah kriteria untuk penelitian kualitatif untuk
menentukan apakah proses penelitian bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan
bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan ialah dengan audit
dependabilitas gunu mengkaji kegiatan yang dilakukan peneliti. Standar ini
berguna untuk memastikan apakah penelitian sudah memenuhi standar kehati-
hatian atau belum, dan bahkan apakah peneliti membuat juga membuat kesalahan
dalam 3 hal, yakni; mengkonseptualisasikan apa yang diteliti, mengumpulkan
data, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan

penelitian.

®Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, h. 326
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4. Konfirmabilitas (objektivitas)
Merupakan kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan
penelusuran dan pelacakan catatan lapangan dan koherensinya serta interpretasi

dan simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan auditor.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah tingkat Il di Provinsi Sulawesi
Selatan, Indonesia. Kabupaten Luwu Timur ini berasal dari pemekaran Kabupaten
Luwu Utara berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6
Tahun 2002 tentang Persetujuan Usul Pemekaran Luwu Utara. Dan pada tanggal
24 Februari 2003 disahkanlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 oleh DPR RI
tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan dengan Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu
Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone.

Secara astronomis, Kabupaten Luwu Timur terletak di antara 2°03'00" LS
- 3°03'25" LS dan 119°28'56" BT 121°47'127" BT. Kabupaten ini memiliki luas
wilayah 6.944,88 km? dengan jumlah penduduk tercatat pada tahun 2017
sebanyak 287.874 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur 41,45
jiwa/km?. Kepadatan penduduk di Kecamatan cukup beragam, dengan kepadatan
penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tomoni Timur sebesar 286,47 jiwa/km?.
Sedangkan kepadatan terendah terletak di Kecamatan Towuti yakni sebesar 16,35

jiwa/km?.!

' Badan Pusat Statistika Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka
Tahun 2018, (Luwu Timur: BPS Luwu Timur, 2018), h. 51
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Tabel.1

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 20172

UK;ISrm(?r?:) Laki-laki Perempuan Jumlah
0-14 46.507 44.529 90.036
15-29 38.040 35.633 73.673
30-49 41.082 38.507 79.589
50-64 16.335 15.141 31.476
65+ 6.020 6.080 12.100
Jumlah Total 147.984 139.890 278.874

Secara administrasi Kabupaten ini terdiri dari sebelas kecamatan, yakni
Kecamatan Malili, Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni
Timur, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha, Kecamatan
Wasponda, Kecamatan Wotu, Kecamatan Burau dan Kecamatan Mangkutana.®
Kabupaten ini memiliki 3 kelurahan dan 124 desa, Kecamatan Burau dan Towuti
memiliki desa terbanyak, yakni berjumlah 18 desa. Tercatat sebanyak 3.905
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pemerintah Daerah Luwu Timur
dengan jumlah ASN terbanyak bekerja pada bidang Pendidikan khususnya pada

Sekolah Dasar.

? Badan Pusat Statistika Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka
Tahun 2018, h. 56

’ Badan Pusat Statistika Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka
Tahun 2018, h. 5
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Batas wilayah atau Administration boundaries Kabupaten Luwu Timur
sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah timur
berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone, sedangkan sebelah barat berbatasan
dengan Kabupaten Luwu Utara. Kondisi demografi wilayah ini tercatat 75,40%
beragama Islam, 16,28% beragama Kristen Protestan, 6,11% beragama Katolik,
0.02% beragama Budha, dan 0,04% yang lainnya. Banyaknya tempat peribadatan
di Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan, Masjid berjumlah 338 buah,

Gereja berjumlah 280 buah, dan Pura berjumlah 56 buah.* Perhatikan tabel

berikut:
Tabel .2
Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut’
Agama
Kecamatan
Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | Lainnya

Burau 25045 4247 393 1190 0 0
Wotu 24.351 1.718 403 1.627 1 0
Tomoni 18.425 3.628 225 31 3 21
Tomoni Timur 4.830 2.386 411 4.103 0 8
Angkona 13.819 1.543 476 5.843 0 0
Malili 30.164 1.848 149 487 37 14
Towulti 21.011 5.313 848 27 0 0
Nuha 15.883 3.584 444 132 9 35
Wasuponda 11.096 5.875 971 27 0 0

*Badan Pusat Statistika Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka

Tahun 2018, h. 101

’Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
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Mangkutana 10.830 8.116 862 19 0 12
Kalaena 7.824 1.309 47 1.364 0 4
Jumlah 183.278 | 39.567 5.229 14.850 50 95

2. Sejarah Masuknya Suku Sasak di Kabupaten Luwu Timur

Mayoritas penduduk yang mendiami pulau Lombok merupakan suku
Sasak yang mayoritas beragama Islam serta cukup kuat memegang teguh nilai-
nilai budaya. Suku Sasak merupakan penduduk asli dan kelompok etnik mayoritas
yang mendiami pulau Lombok yang meliputi lebih dari 90% dari total
keseluruhan penduduk pulau Lombok.®

Selain suku Sasak, pulau Lombok juga didiami oleh suku lain seperti suku
Bali, suku Mbojo, suku Jawa dan beberapa suku lain yang menetap di pulau
Lombok. Secara sosio-cultural masyarakat Lombok lebih dekat kepada Jawa dan
Bali, hal ini dapat dilihat dan tercermin dari sistem pertanian dan kesenian yang
berkembang di Lombok. Pengaruh Jawa dan Bali tersebut muncul karena di masa
lalu Lombok merupakan bagian dari kerajaan Majapahit, sedangkan pengaruh
Bali didapatkan atau masuk melalui penaklukan secara polititk yang dilakukan
oleh kerajaan Karang Asem terhadap kerajaan Selarparang Lombok pada abad ke
16.

Adapun asal-usul suku Sasak adalah ras Mongoloid, yakni sub ras
Melayu-Indonesia yang juga tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia

terutama yang terletak di bagian barat dan selatan antara lain Sumatera, Jawa dan

SErni Budiwanti, /s/am Sasak Wetu Tellu Versus Waktu Lima, (Yoyakarta: LKIS, 2000),
h. 6

"Widodo Dwi Saputro dkk, Balai Mediasi Desa, Perluasan Akses Hukum dan Keadilan
untuk Rakyat, (Jakarta: LP3ES & NZAID, 2007), h. 115
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Bali.® Pendapat lain mengemukakan bahwa leluhur suku Sasak adalah orang Jawa,
hal ini terbukti dengan tulisan Sasak yang disebut Jejawen.®

Merarig yang merupakan tradisi pernikahan suku Sasak dan sekaligus
penduduk asli pulau Lombok pada perkembangannya telah mengalami perubahan
sedikit demi sedikit seiring berkembangnya zaman. Dalam tinjauan geografis,
pulau Lombok dan Makassar merupakan daerah yang memiliki jaringan niaga
global sehingga perpindahan penduduk baik dari Lombok ke Makassar atau
daerah-daerah lainnya sudah merupakan fenomena yang tidak lagi tabu.

Migrasi suku Sasak yang pada awalnya mendiami kepulauan Lombok ke
daerah Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Luwu Timur pada tahun 1973 di
Desa Maramba Kecamatan Wotu yang merupakan daerah transmigrasi yang
disediakan oleh pemerintah lebih dilatar belakangi oleh faktor ekonomi yang pada
umumnya bertumpu pada sektor pertanian yang tanah garapannya berbentuk
sawah, dimana banyak warga suku Sasak yang merasa kondisi kehidupan
perekonomiannya terancam sehingga memutuskan untuk melakukan migrasi dari
Lombok ke daerah Sulawesi Selatan.

Pada awal kedatangannya di daerah transmigrasi yang berlokasi di
Kabupaten Luwu Timur tercatat hanya sekitar 150 Kepala keluarga (KK) yang
mendiami kawasan tersebut. Kemudian pada tahun 1978 di Desa Rinjadi
Kecamatan Wotu masuk lagi sebanyak 50 KK, pada tahun 1981 bertambah lagi

sebanyak 250 KK di Desa Bone Putih dan Desa Benteng Kecamatan Burau.

Sudirman, Gumi Sasak dalam Sejarah, (Lombok Timur: Yayasan Budaya Sasak Lestari,
2007), h. 4

Tim Peneliti Depdikbud, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat,
h. 21
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Selanjutnya pada tahun 1982 bertambah lagi 150 KK di Desa Cendana Hitam
Kecamatan Tomoni Timur. Transmigrasi terus berlajut hingga pada tahun 1985
Kecamatan Angkona kembali menerima transmigran suku Sasak sebanyak 250
KK vyang sebelumnya telah terlebih dahulu masuk sebanyak 250 KK di
Kecamatan Malili pada tahun 1984.*

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari wawancara singkat dengan
petugas BPN jumlah penduduk suku Sasak di Kabupaten Luwu Timur saat ini
tercatat kurang lebih sebanyak 20.000 jiwa.

3. Negosiasi dalam Perkawinan Merariq Suku Sasak di Kabupaten Luwu

Timur

Term Merariq secara bahasa berasal dari kata berari (bahasa sasak) yang
artinya berlari. Dengan makna ini maka merariq sering diartikan dengan
melarikan atau membawa lari gadis yang hendak dinikahi.** Dalam pengertian
lain disebutkan bahwa merariq secara etimologi berasal dari kata arik yang
artinya adik, dalam keseharian suku sasak seorang suami biasa memanggil istrinya
dengan panggilan arik atau dalam realita sederhana dapat dipahami selayakni
seorang suami biasa memanggil istrinya dengan sapaan dik atau dinda. Sedangkan
secara terminologi dipahami dengan mengambil atau menculik perempuan untuk
dijadikan istri.

Meski demikian, realitas masyarakat Sasak menunjukkan bahwa merariq

sebenarnya merupakan terjemahan dari pernikahan adat dengan segala bentuk dan

“Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Pemukiman Transmigrasi Bina pada
Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1969 sampai 2017.

M. Nur Yasin, Hukum Perkawinan Islam Sasak, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.
150-151
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macam rangkaian acara adat istiadatnya. Berdasarkan alasan tersebut sebenarnya
kurang tepat memahami kata merariq sebagai sinonim dari kawin lari atau
silariang dalam istilah Sulawesi Selatan. Salah satu alasan sederhananya ialah
adanya beberapa pernikahan adat merariq yang tidak didahului dengan bebait atau
menculik si gadis.*?

Merarig merupakan salah satu cara masyarakat suku Sasak dalam
melangsungkan perkawinan yang diawali dengan janji antara wanita dan pria
calon mempelai yang telah terikat dalam hubungan beberaye atau berpacaran
untuk melarikan sang gadis dari rumahnya tanpa sepengetahuan kedua orang
tuanya, keluarga atau sanak familinya serta pihak-pihak lain yang diduga dapat
menggagalkan proses tersebut. Dalam proses penculikannya laki-laki dibantu
dengan orang terpercayanya untuk dibawa ke tempat paseboan atau tempat
persembunyian, yakni di rumah keluarga laki-laki atau di rumah tokoh adat
setempat.

Tradisi perkawinan merarig diyakini dan dipahami oleh suku Sasak
sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga pihak perempuan.
Atas dasar kayakinan inilah seorang gadis yang diculik dalam tahapan proses
perkawinan adat merariq suku Sasak sama sekati tidak dianggap sebagai
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak laki-laki atas keluarga perempuan
sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
pasal 328 yang mengatur tentang tindak pidana penculikan dengan ancaman

hukuman yang diberikan adalah pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Salimudin, Merariq Syar’i di Lombok: Studi Living Hadis di Desa Lendang Simbe,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 4
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Penculikan dalam proses perkawinan adat merariq ini justru sebaliknya
tidak dapat dijerat dan dituntut dengan pasal 328 KUHP tersebut. Justru
sebaliknya dan bahkan dianggap sebagai sebuah prestasi bagi pihak keluarga
perempuan. Pasalnya, seorang gadis yang diculik oleh pihak laki-laki dalam
prosesi ini dianggap memiliki keistimewaan tertentu yang mampu menarik
perhatian laki-laki dan sekaligus menjadi sebuah kebanggakan bagi keluarga
pihak perempuan. Bahkan sebagian masyarakat suku Sasak memahami dan
beranggapan dengan diculiknya si anak gadis berarti ia memiliki nilai ekonomis
yang tinggi.

Merariq sebagai seperangkat prosesi adat dilaksanakan dalam beberapa
graduasi yang sekurang-kurangnya harus dijalani oleh oleh calon pasangan suami
istri dalam adat masyarakat Sasak. Proses perkawinan adat merarig suku Sasak
yang ada di Kabupaten Luwu Timur secara umum melalui beberapa tahapan
sebagai berikut:

Pertama, proses midang, artinya perkenalan dengan cara kunjungan
seorang laki-laki ke rumah wanita yang dimaksud dan hendak dinikahi. Atau
dengan cara kemele mesak dan suka lokag. Kemele mesak atau atas kemauan
sendiri adalah cara yang paling banyak dilakukan untuk memilih jodoh,
dibandingkan dengan suka lokaqg atau pilihan orang tua. Cara kemele mesak atau
atas kemauan sendiri dimulai dengan cara melarikan atau mencuri gadis dari
pengawasan wali dan lingkungan sosialnya atau induk semang terlebih dahulu,
cara ini dinilai oleh sebagian masyarakat sasak sebagai wujud atas kesungguhan

si laki-laki untuk mempersunting si gadis.
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Kemele mesak oleh sebagian masyarakat sasak diyakini sebagai evidensi
kelaki-lakian calon suami dengan menunjukkan keberanian, keseriusan, dan
gambaran artikulasi tanggung jawab dalam perkawinan serta dalam kehidupan
upacara adat setelah perkawinan nantinya.*® Selain itu banyaknya pemuda sasak
memilih cara ini disebabkan oleh kondisi sosial dengan meningkatnya otonomi
anak dan terkait dengan persepsi bahwa pilihan perkawinan merupakan hak
prerogatif si anak dalam menentukan pilihan jodohnya.

Namun sebelum keputusan melarikan atau mencuri gadis, pertemuan
pemuda dengan pemudi dilakukan dengan cara ngayo atau midang, yakni pemuda
berkunjung ke rumah si gadis untuk sekedar bincang-bincang kecil tentang
banyak hal dengan ditemani oleh orang tua atau saudara dari si gadis, hal ini
dilakukan untuk mencegah perbuatan atau tuduhan negatif dari masyarakat yang
melihat prses ngayo atau midang.

Kedua, proses pewari, artinya pengikat (Jawa), khitbah (Arab). Yaitu
setelah terjadi perkenalan maka seorang laki-laki menyampaikan keinginannya
untuk menikahi wanita tersebut, dan jika sang wanita setuju maka dia akan
meminta pengikat sebagai tanda jadi apakah sejumlah uang atau benda lain.

Ketiga, pemakiye, yang berarti pencurian atau penculikan malam. Bukan
berarti pencurian dalam arti perampasan apalagi pemaksaan, melainkan setelah
sang wanita menerima peweri (pengikat) yang diminta maka sang wanita

memastikan kapan dia harus dijemput dan dibawa ke wilayah atau pihak laki-laki.

BJhon ryan bartholomew, A/if Lam Mim: Recording Islam, Modernity and Traditional in
an Indonesia Kampung, alih bahasa Imron Rosyidi, A/if Lam Mim. Kearifan Masyarakat Sasak,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h.201.
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Penculikan tersebut dilakukan dengan tiga opsi, pertama, pasangan
memutuska untuk bertemu di suatu tempat kemudian melarikan diri; kedua, pihak
laki-laki dengan melalui perantara biasanya keluarga laki-laki mengatasnamakan
lelaki yang akan melakukan pelarian diri dan juga merancang untuk bertemu di
suatu tempat; ketiga, pihak laki-laki menggunakan sihir untuk menarik perempuan
ke sebuah tempat di mana laki-laki tersebut menunggu untuk melarikan diri
bersama.™

Pelarian atau pencurian gadis baru dilakukan setelah ada kesepakatan
antara pemuda dan pemudi untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih
serius yakni perkawinan. Proses ini diawali dengan pelarian atau pencurian yang
dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada si gadis, untuk selanjutnya
dibawa ke persembunyian yang telah dipersiapkan oleh si calon mempelai laki
laki, namun sebelum pelarian atau pencurian terlebih dahulu kedua calon
mempelai sudah merencanakan untuk bertemu di tempat dan waktu yang telah
ditentukan, atau terlebih dahulu calon mempelai laki-laki mengajak si gadis ke
suatu tempat misalnya ke tempat wisata atau semacamnya. Adapun tempat
persembunyian yang dituju adalah rumah kerabat calon mempelai laki-laki
(biasanya rumah si paman calon mempelai laki-laki).

Pelarian atau penculikan tersebut dilakukan setelah adanya perundungan
serta kesepakatan awal antara calon pasangan tentang penentuan waktu pelrarian
diri yang dilakukan melalui kelembagaan adat yang disebut midang atau ngayo.

Pelaksanaan pelarian diri biasanya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul

'St. Jumhuriatul Wardani, Adat Kawin Lari “Merariq” pada Masyarakat Sasak (Studi
Kasus di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur), Universitas Negeri Semarang, 2009, h. 72
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18.30 sampai 19.30, yakni antara waktu Magrib dan Isya’ ketika penduduk sedang
berlalu lalang ke masjid untuk menunaikan shalat Magrib atau saat makan malam.
Waktu tersebut dipilih agar tidak terlalu nampak jika seorang gadis berjalan
seorang diri keluar dari rumahnya, demikian pihak keluarga yang tidak akan
menaruh curiga ketika anak gadisnya keluar rumah dengan alasan hendak pergi
shalat magrib berjamaah di Masjid.

Proses penculikan tersebut meskipun secara rasio memiliki peluang untuk
gagal, namun secara adat menjadi hal yang tidak wajar bagi masyarakat jika suatu
proses perkawinan yang diawali dengan penculikan tersebut dihalang-halangi oleh
pihak keluarga perempuan, bahkan menjadi suatu aib bila seorang anak gadis
telah dibawa lari oleh seorang laki-laki namun ditolak dan dibatalkan rencana
pernikahannya.

Keempat, terjadilah awal negosiasi dengan pihak laki-laki, yakni kepala
dusun dan keluarga laki-laki mengabarkan ke kepala dusun dan orangtua si
perempuan kemudian menentukan waktu untuk datang melakukan negosiasi
selanjutnya.

Kelima, nyelabar atau selabar atau biasa juga disebut sejati selabar, kata
tersebut berasal dari kata abar (bahasa kawi) yang artinya bersinar terang, dalam
proses ini pihak laki-laki melaporkan kejadian penculikan tersebut kepada kepala
dusun dimana di gadis tersebut tinggal. Kemudian tahap selanjutnya pihak laki-
laki mengirim utusan untuk memberitahukan secara langsung kepada keluarga
pihak perempuan terkait tekad sang laki-laki untuk menikahi anak perempuannya,

dalam istilah Sasak peristiwa ini disebut dengan mesejati.
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Sejeti selabar dimaksudkan untuk negosiasi dalam rangka menentukan
ajikerame. Yang mesti dipahami di sini ialah, ajikerame ini tidak identik dengan
uang panaik dalam istilah adat lokal Sulawesi Selatan, sebab uang panai
peruntukannya sepenuhnya digunakan untuk biaya resepsi (pesta) sedangkan
untuk adat merarig, uang pemberian tersebut diberikan kepada pihak keluarga
perempuan dan tidak diperuntukkan untuk repsepsi di tempat kediaman mempelai
wanita karena adat merarig resepsinya pada umumnya dipihak lelaki, sedangkan
pihak keluarga perempuan hanya mengadakan acara penyambutan kedatangan
kedua pengantin setelah proses ijab dan gabul.

Meski demikian aji kerame dalam perkawinan adat merariq suku Sasak
yang wajib ada tersebut sekali lagi penggunaan sepenuhnya ditentukan pihak
keluarga perempuan, persoalan digunakan resepsi atau tidak adalah kewenangan
bagi pihak keluarga si perempuan.

Proses ini selanjutnya disusul dengan mbait wali, yakni permintaan pihak
keluarga laki-laki agar wali dari pihak perempuan atau si gadis menikahkan anak
walinya dengan cara Islami. Ketiga proses ini, yakni nyelabar, mesejati, dan mbait
wali merupakan satu kesatuan ritual yang tidak dapat dipisahkan, sebab hanya
dengan tiga proses ini perkawinan baru dapat terlaksana secara Islami.

Keenam, sorong doe atau sorong serah, yakni resepsi perkawinan yang
diselenggarakan di tempat kediaman keluarga pihak perempuan pada saat
kedatangan keluarga besar pihak laki-laki dengan biaya seluruh acara pernikahan

atau resepsi pernihakan ditanggung sepenuhnya oleh pihak laki-laki.
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Ketujuh, nyondolan atau nyongkolan, yakni mengantarkan kembali
mempelai perempuan pada keluarganya. Dalam proses nyondolan ini biasanya
kedua mempelai diarak keliling desa dengan berjalan kaki dan diiringi musik
tradisional suku Sasak. Upacara nyondolan dilakulan setelah akad nikah atau
ngawinang yang bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa
telah terjadi suatu perkawinan antara kedua mempelai agar di keudian hari tidak
ada lagi laki-laki yang datang mengganggu si gadis dan sebaliknya. Akan tetapi
beberapa kasus perkawinan merariq di Luwu Timur proses arak keliling kampung
ini sudah tidak dilaksanakan lagi, terutama jika yang menikah adalah kaum
milenial.*

Upacara balik tumpak merupakan upacara yang dilaksanakan sehari
setelah proses nyongkolan, dalam acara ini keluarga mempelai laki-laki
berkunjung ke rumah keluarga mempelai perempuan yang diisi dengan acara
silaturahmi dengan tujuan agar kedua belah keluarga saling mengenal lebih jauh.
Acara balik tumpak merupakan acara terakhir dari proses perkawinan merariq
pasa suku sasak.

Proses perkawinan yang cukup rumit dan didahului dengan penculikan
tersebut sebenarnya cukup rawan terhadap konflik antara kedua belah pihak, oleh
sebab itu adat menyediakan sarana alternatif penyelesaian masalah melalui
pelaksanaan negosiasi antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga

perempuan tersebut.

' Lalu Muksin (Tokoh adat), wawancara pada tanggal 14 Agustus 2019
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Negosiasi dalam perkawinan adat merarig suku Sasak terjadi pada saat
proses mbait wali, dimana pada saat itu selain dibicarakan tentang pormohonan
dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan agar anaknya atau anak walinya
dinikahkan dengan cara Islami juga dibicarakan tentang pisuke atau uang jaminan
dan mahar atau biasa juga disebut ajikrame. Jika dalam proses ini pihak laki-laki
tidak dapat membayar uang jaminan kepada pihak perempuan maka perkawinan
akan gagal. Dalam proses inilah terjadi tawar-menawar atau negosiasi oleh kedua
belah pihan.*®

Namun demikian menurut keterangan yang lain dijelaskan bahwa proses
negosiasi dalam perkawinan adat merariq suku Sasak dilaksanakan setelah proses
penculikan si gadis yang dilakukan oleh laki-laki calon mempelai, kemudian si
gadis dititipkan di rumah keluarga pihak laki-laki atau di rumah tokoh adat
setempat. Sehari kemudian dilaksanakanlah proses nyelabar atau selabar yakni
kunjungan keluarga pihak laki-laki ke rumah kediaman pihak perempuan untuk
menyampaikan perihal niat baik anak laki-lakinya yang telah menculik si anak
gadis untuk dinikahi. Dalam proses inilah terjadi negosiasi antara kedua belah
pihak.'’

Kedua pernyataan tersebut sekilas nampak bertentangan, pada satu sisi
proses negosiasi atau pembicaraan tawar-menawar dilaksanakan pada saat mbait
wali, namun pada sisi lain menurut keterangan tokoh agama Kabupaten Luwu

Timur, Lalu Fatoni, proses negosiasi justru terjadi sebelum mbait wali, yakni pada

'Rusdidaming, Tradisi Merariq Suku Sasak di Perantauan dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi pada Masyarakat Lombok Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Tesis
Magister IAIN Palopo Tahun 2017, h. 87

"Lalu Fatoni (Tokoh agama), wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019.
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saat proses nyelabar. Namun ketika dipahami lebih jauh sebenarnya dapat
disimpulkan bahwa proses negosiasi tersebut terjadi pada saat proses nyelabar,
sebab ketika itu pula proses mbait wali juga dilaksanakan.

Nyelabar atau selabar merupakan proses meminta kesediaan orangtua
atau keluarga calon mempelai perempuan untuk memberikan persetujuan dan
perwalian terhadap kedua calon mempelai. Dalam proses selabar banyak yang
harus dibicarakan dan dimusyawarahkan atau dinegosiasikan untuk mencapai
kesepakatan sehingga kepentingan kedua belah pihak keluarga atau kerabat
terakomodir dengan baik. Dalam proses negosiasi tersebut beberapa tema yang
menjadi pembicaraan penting yakni terkait pembayaran adat yang disebut dengan
ajikrame dan pisuke. Proses tersebut juga turut membicarakan kaitannya dengan
jumlah besarnya mas kawin atau mahar dan biaya prosesi lainnya.

Ajikrame merupakan sejumlah pembayaran yang telah ditetapkan oleh
adat sebagai lambang dan status sosial dari pasangan mempelai dan setiap
keturunan yang akan dilahirkan. Pembayaran ajikrame bersifat wajib dan menjadi
upaya agar akad nikah dapat segera dilaksanakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pisuke ialah permintaan pembayaran
lain, seperti sejumlah uang atau barang-barang berharga yang diperuntukkan
sebagai pengobat atau penyenang sehingga pihak keluarga perempuan menjadi
suke atau saling merelakan.

Ajikrame merupakan kegiatan negosiasi terkait mahar untuk mempelai
wanita, kegiatan atau proses ini terkadang dilakukan dalam waktu singkat dan

terkadang membutuhkan waktu yang lama, tergantung kesepakatan kedua belah
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pihak. Namun yang perlu dicatat di sini ialah faktor strata sosial dan ekonomi
merupakan penentu jalannya proses ajikrame tersebut. Selain itu, pisuke juga
bertujuan untuk menghibur rasa sedih kedua orangtua si gadis yang akan ditinggal
oleh anaknya. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pisuke adalah
pemberian dari pihak laki-laki kepada kedua orang tua gadis yang semata-mata
merupakan permintaan orangtua si gadis untuk dirinya. Menurut pendapat
masyarakat suku Sasak yang lain, pisuke yang pada umumnya berupa uang
tersebut digunakan untuk penyambutan pada acara nyongkolan dan untuk
mengadakan acara syukuran atau resepsi di rumah pihak keluarga perempuan.
Dalam penentuan jumlah ajikrame dan pisuke inilah rentan terjadi konflik antara
kedua belah pihak keluarga.

Awal proses negosiasi dalam perkawinan merarig suku Sasak adalah
selabar yang dilakukan oleh perangkat adat dari phak laki-laki diantaranya
menghadirkan perwakilan utama dari pihak laki-laki yang terdiri dari penghulu
lokal, kepala dusun dan utusan wakil pihak laki-laki. Kemudian dilanjutkan
dengan pembicaraan tentang perwalian dan sekaligus menentukan hari
pernikahan. Pembicaraan tahap kedua tentang finansialnya atau uang lamaran
yang dalam istilah lokal lebih dikenal dengan pembicaraan uang pannai’
meskipun tidak sama peruntukannya. Selanjutnya tahap ketiga penentuan hari
resepsinya/syukuran walimah.*®

Salah satu persoalan penting yang dibicarakan dan menuntut adanya

negosiasi dari kedua belah pihak adalah terkait uang pemberian yang harus

'8 Supardi (tokoh agama), wawancara pada tanggal 16 Agustus 2019
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diberikan kepada orang tua si gadis yang hendak dinikahi. Proses negosiasi
tersebut bisa berlangsung cukup lama bila belum ada kesepahaman terkait jumlah
uang yang mampu dan akan diterima oleh keluarga pihak perempuan. Uang
pemberian tersebut tidak untuk diberikan kepada si gadis atau untuk keperluan
acara penyambutan kedatangan pengantin dari rumah pengantin laki-laki. Akan
tetapi, pada umumnya yang terjadi di Lombok adalah uang pemberian tersebut
memang khusus diberikan kepada kedua orang tua si gadis, sering kali digunakan
untuk belanja keperluan rumah tangga kedua pengantin baru tersebut, dan bahkan
juga terkadang digunakan untuk upacara penyambutan pengantin.*

Persoalan mahar juga turut menjadi tema dalam proses negosiasi tersebut,
tinggi atau rendahnya mahar beserta uang pemberian yang diminta oleh pihak
keluarga perempuan biasanya tergantung kasta dari masing-masing calon
mempelai, semakin tinggi kastanya maka semakin tinggi pula mahar yang harus
diberikan, dan bahkan berpengaruh pula pada uang pemberian yang diminta oleh
keluarga pihak perempuan.

Filosofi negosiasi dalam adat merariq adalah bentuk tanggungjawab
seorang calon pria kepada calon wanita yang telah berani mengambil seorang
perempuan secara diam-diam untuk dijadikan pendamping hidupnya. Untuk
menjaga kelestarian adat istiadat suku sasak lombok yang berani melakukan
kesalahan harus berani memperbaikinya, setiap yang berumah tangga harus berani

mengambil resiko.?

Syamsul (masyarakat suku Sasak), wawancara pada tanggal 15 Agustus 2019

L alu Fatoni (Tokoh agama), wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019
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Sedangkan menurut tokoh adat setempat, makna filosofis negosiasi adalah
sebagai upaya untuk saling menghargai antara pihak laki-laki dan pihak
perempuan agar tidak terjadi fitnah dalam masyarakat. Negosiasi yang sudah
merupakan bagian dari tradisi yang tema pembicaraannya terkait dengan faktor
ekonomi, namun dalam sistem merariq budaya sasak alasan ekonomi bukan hal
yang paling menentukan jadi atau tidaknyacalon pengantin tersebut dinikahkan.**
Sehingga dalam hal<ini kesan yang semula dipersepsikan bahwa negosiasi
merupakan-wadah untuk memperoleh keuntungan dengan meminta uang ganti
rugi yang tinggi harus dikesampingkan, sebab sejatinya filosfi dari negosiasi
tersebut adalah wadah tanggungjawab. dan bentuk keseriusan seorang laki-laki
dalam menentukan wanita pilihan hidupnya.

Negosiasi dalam perkawinan merariqg suku Sasak merupakan keniscayaan
dan bagian dari tradisi suku sasak lombok yang dilakukan untuk meluruskan dan
memperbaiki apa yang telah terjadi sebelumnya, yaitu mengambil calon pengantin
wanita secara diam-diam sekaligus membicarakan hal-hal yang menunjang
kelancaran proses akad nikah yang biasa disebut soloh.?? Dalam hal ini negosiasi
bukanlah merupakan wacana baru atau merupakan pengaruh adat setempat
(Sulawesi Selatan) yang kemudian diakomodir dalam perkawinan adat suku
Sasak, tidak ada pengaruh faktor eksternal dalam proses negoasiasi perkawinan
merariq tersebut.

Selabar atau negosiasi merupakan komunikasi dua arah antara kedua

pihak yakni pihak keluarga mempelai laki-laki dan pihak keluarga mempelai

*'Lalu Muksin (Tokoh adat), wawancarapada tanggal 14 Agustus 2019
’Lalu Fatoni (Tokoh agama), wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019
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perempuan dalam rangka mencapai kesepakatan, dimana kedua belah pihak sama-
sama memiliki kepentingan yang berbeda. Adapun kepentingan yang sama di
antara kedua belah pihak adalah sama-sama berkeinginan agar permasalahan cepat
selesai yakni kedua mempelai pengantin segera dinikahkan sesuai dengan
ketentuan ajaran islam. Dan kepentingan yang berbeda adalah pihak perempuan
berkeinginan agar tuntutannya kepada pihak keluarga laki-laki terpenuhi, yakni
berkenan dengan pembayaran ajikrame, dan pembayaran sejumlah uang atau harta
berharga (pisuke). Sedangkan pihak laki-laki menginginkan pembayaran ajikrame
dan pisuke tidak begitu besar sesuai dengan permintaan pihak keluarga
perempuan, diharapkan pembayaran ajikrame dan terutama pisuke sesuai dengan
kemampuan finansial pihak keluarga laki-laki. Proses negosiasi atau selabar ini
terbagi ke dalam tiga tahapan, yakni tahap awal, tahap kesepakatan, dan tahap
pelaksanaan kesepakatan.

Selabar dimulai dengan besejati. Negosiasi atau selabar adalah
komunikasi dua arah di antara para pihak, yang mana pihak laki-laki diwakilkan
oleh kepala lingkungan atau bawahannya yang dipandang memiliki kemampuan
diplomasi, sedangkan pihak perempuan dihadiri oleh pihak keluarga yakni orang
yang dituakan, misalnya ayah atau paman si gadis. Proses selabar pada tahap ini
dilakukan di rumah keluarga si gadis biasanya di berugaq atau semacam bale atau
teras rumah.

Komunikasi yang terjadi di awali oleh wakil dari pihak laki-laki, dengan
memaparkan beberapa hal, yakni diantaranya permohonan maaf atas terjadinya

pencurian atau pelarian si gadis, menyambung tali silaturahmi, dan menyelesaikan
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permasalahan yang terkait dengan perkawinan merariq diantaranya pembayaran
ajikrame dan pembayaran uang pisuke, dan indengan wali.

Pada tahap ini, pelaksanaannya membutuhkan waktu yang panjang,
berkisar antara tiga hingga lima kali pertemuan, tergantung pada penjajakan
kepentingan masing-masing pihak. Namun pada umumnya dari pertemuan ke
pertemuan selanjutnya terdapat jeda atau tenggang waktu biasanya dua atau tiga
hari. Jeda atau tenggang waktu ini berfungsi untuk memberi kesempatan kepada
kedua belah pihak untuk mempertimbangkan hasil negosiasi, selain bertujuan agar
pihak laki-laki mempunyai kesempatan untukmencari kekurangan finansial. Pada
akhir pelaksanaan tahap ini terjadi penyelesaian pembicaraan untuk selanjutnya
dibuat kesepakatan dan pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Proses negosiasi yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan yang ada di
Lombok tidak sama persis, ada beberapa perbedaan, yang disebabkan oleh karena
kontaminasi atau penyesuaian adat dan budaya setempat (Sulawesi), sedangkan di
Lombok tradisi (adat) masih kuat dan dipegang teguh oleh sebian besar warga
suku Sasak.”®

Perkawinan adat merariq jika dianalisis secara sederhana sebenarnya
memiliki potensi dampak negatif yang cukup rentan, misalnya saja penculikan
yang merupakan awal proses merariq tersebut dilakukan oleh seorang pria kepada
seorang gadis yang usianya baru menginjak 15 tahun atau dengan kata lain berada
di bawah umur. Secara adat tidaklah mudah membatalkan suatu perkawinan

ketika si gadis telah dilarikan oleh laki-laki calon pasangannya. Jika saja pihak

»Lalu Fatoni (Tokoh agama), wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019
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keluarga perempuan menolak dan bersikeras menarik anaknya dari
persembunyian bersama keluarga pihak laki-laki lantaran persoalan usia, si gadis
yang gagal melangsungkan proses pernikahan tersebut disebut pengantin burung
atau pengantin yang gagal. Gelar tersebut merupakan aib bagi masyarakat suku
Sasak, sehingga dalam beberapa kasus kedua belah pihak biasanya lebih memilih
jalan tengah dengan memalsukan usia si gadis sebagai jalan keluarnya.

Pernikahan di bawah umur tersebut cukup rentan dan berpotensi cerai
antara kedua belah pihak lantaran menikah di usia yang belum matang. Selain itu,
pernikahan di bawah umur tersebut juga melanggar Undang-undang Perkawinan
yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menerangkan bahwa
umur calon suami sekurang-kurangnya adalah 19 tahun dan perempuan sekurang-
kurangnya berumur 16 tahun.?*

Selain persoalan umur, dampak negatif lainnya ialah terjadinya atau
terjalinnya hubungan biologis antara kedua belah pihak yang tinggal serumah,
bahkan dalam tradisi merariq suku Sasak Boda, yakni suku Sasak yang menganut
pemahaman pra Islam atau animisme yang berada di pulau Lombok tepatnya di
desa Bantek. Menurut adat perkawinan tersebut saat malam dilarikannya atau
diculiknya si gadis oleh laki-laku calon suaminya harus terjadi hubungan biologis
antara keduanya.?> Meskipun tradisi ini adalah adat merariq di luar masyarakat

Sasak muslim, namun kekhawatiran akan terjadinya hal seperti itu juga cukup

*Kompilasi Hukum Islam, Buku I: Hukum Perkawinan.

*Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara
Barat, (Jakarta: Eka Dharma, 1997), h. 164
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beralasan dalam proses perkawinan merarig suku Sasak yang ada di Kabupaten

Luwu Timur tersebut.

4. Orisinilitas Perkawinan Adat Merariq

Tradisi merariqg dengan segala prosesnya adalah tradisi khas warga
Lombok yang memang telah menjadi hak milik dan khazanah kebudayaan suku
Sasak sejak awal. Akan tetapi seiring perjalanan waktu terlebih lagi ketika
menengok ke belakang, Lombok pernah menjadi tanah jajahan Belanda, Jepang
dan Bali yang kemudian menampakkan pluralitas keagamaan seperti Islam,
Hindu, Kristen beserta beberapa suku yang pernah masuk seperti Jawa, Bugis,
Arab, dan Cina meniscayakan adanya dialog dengan budaya luar, bahkan
kontaminasi.

Sejarah mengungkapkan bahwa kepercayaan asli masyarakat suku Sasak
yang mendiami pulau Lombok sebelum dipengaruhi oleh kepercayaan agama luar
pulau seperti Islam, Hindu dan Kristen adalah agama Boda atau biasa dikenal
dengan penganut Sasak Boda. Agama Boda atau Sasak Boda sejatinya sama sekali
tidak menyerupai Bhudisme yang mengakui Sidarta Gautama sebagai figur utama
pemujaan, tatapi agama Sasak Boda ini lebih identik dengan Hindu yang
menekankan pemujaan pada roh para pendahulunya.®

Prosesi perkawinan adat merarig suku Sasak secara keseluruhan
sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai warisan orisinil dari suku Sasak asli
sebelum dipengaruhi budaya atau pemahaman ideologi dari luar. Misalnya saja

proses bebait atau melarikan anak gadis orang dengan alasan suka sama suka dan

2Erni Budiwanti, Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima, h. 8
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menggah yakni menculik dengan paksa adalah merupakan asimilasi dari budaya
Bali.”” Sementara praktek belakok (khitbah dalam istilah Islam) adalah merupakan
pengaruh dari ajaran Islam yang masuk ke Pulau Lombok pada abad ke 14 M
yang dibawa oleh muslim dari pulau Jawa.”® Evolusi sejarah memenangkan proses
merariqg dengan cara melarikan atau menculik menjadi budaya yang paling
mendapat perhatian dan respon positif dari warga suku Sasak pulau Lombok.
Hingga pada akhirnya konsep bebait atau melarikan anak gadis orang lain untuk
dinikahi menjadi kebijakan dan keharusan bagi warga yang hendak
melangsungkan proses pernihakan.

Tradisi perkawinan merarig suku Sasak dengan bebait (melarikan anak
gadis atau menculik atas persetujuan si gadis) dalam sejarahnya mendapatkan
perhatian yang cukup intens dari para tokoh adat dan agama. Pihak tokoh adat
sebagai pihak yang mendukung proses tersebut tidak terlepas dari alasan guna
melestarikan adat suku Sasak yang telah ada sejak lama. Di pihak lain, tokoh
agama dan sebagian masyarakat muslim menganggap merarq dengan didahului
bebait tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Islam, bahkan golongan
penolak ini berargumentasi bahwa bebait tersebut merupakan warisan budaya
Hindu-Bali, bukan merupakan tradisi yang hidup bersama suku Sasak sejak
awalnya.

Merariq di tanah asalnya (Lombok) tidak dilaksanakan dalam satu

persepsi, misalnya saja proses perkawinan adat merariq masyarakat muslim di

2"M. Nur Yasin, Hukum Perkawinan Islam Sasak, h. 151

*Suliadi, Pembaharuan Keagamaan di Lombok Utara Nusa Tenggara Barat, (Malang:
PPS UIN Maliki, 2011)
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dusun Lendang Simbe yang menolak menggunakan cara bebait untuk pengawali
prosesi perkawinan antara kedua belah pihak sebagaimana banyak dipahami dan
diaplikasikan oleh banyakan suku Sasak. Tradisi bebait tersebut telah digantikan
dengan belakog atau meminang (khitbat) yang mulai diterapkan sejak tahun 1990-
an.29

Cara baru dalam adat perkawinan merariq suku Sasak tersebut sebenarnya
merupakan terjemahan dari meminang secara Islami seorang gadis atau melamar
seorang gadis dengan cara yang sudah umum dilakukan di daerah-daerah luar
pulau Lombok. Dimana pemuda yang telah memiliki keyakinan kuat dengan
seorang gadis yang dicintainya dan atas dasar suka sama suka akan datang
meminta izin secara baik-baik kepada kedua orang tua si gadis untuk
menikahinya.

Apa yang menjadi landasan masyarakat Lendang Simbe dalam
memodifikasi bebait dengan belakoq lantaran kerap terjadinya konflik antara
keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan. Selain konflik sosial
yang berimbas pada kerugian internal masing-masing keluarga pertimbangan lain
dalam memodifikasi prosesi bebait dengan belakog karena dikhawatirkan
terjadinya pelanggaran norma-norma Islam dalam acara pra-nikah tersebut.
Seperti berdua-duaan bagi kedua calon mempelai di rumah penyeboan dan yang

paling penting lagi jika sampai terjadi hubungan yang diharamkan oleh Islam.

Adapun landasan teologis-normatif yang diperpegangi oleh masyarakat Lendang

¥Salimudin, Merariq Syar’i di Lombok: Studi Living Hadis di Desa Lendang Simbe,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 9
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Simbe tersebut adalah pesan Nabi saw., yang melarang seorang laki-laki dan

perempuan yang bukan mahram berdua-duaan.
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Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan
kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Amru dari Abu
Ma’bad dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau
bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan
perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya." Lalu seorang laki-laki
bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak
menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan
ini." beliau bersabda: "Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama
isterimu."3*

Nyongkolan yang merupakan rangkaian terakhir dari perkawinan adat
merariq suku Sasak juga turut termodifikasi khususnya dalam hal berbusana. Di
kalangan suku Sasak Muslim misalnya, pakaian kebaya untuk para wanita yang
digunakan ketika mengantar atau mengarak pengantin dibuat lebih tertutup dan
sudah mengenakan jilbab.

Demikian pula dengan proses negosiasi yang ada di Kabupaten Luwu

Timur dan di Lombok itu berbeda karena di Lombok perlakuan tentang hal ini

3 Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Cet. III; Riyad: Dar al-Hadarah
Linnasyr wa al-Tauzi’, 2015),

*'Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, dalam CD Hadis Kitab Sembilan
Imam Hadis, Lidwa Pusaka i-Software hadis nomor 4832
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murni budaya dan adat lombok. Sedangkan di Kabupaten Luwu Timur telah
terjadi pencampuran budaya sehingga sistem pernikahan yang digunakan di luwu
timur lebih bersifat umum.®® Seperti halnya penyerahan pisuke kepada pihak
keluarga perempuan yang dalam tujuan kegunaannya dapat digunakan sebagai
uang pesta atau digunakan secara pribadi oleh orang tua si gadis. Hal ini berbeda
dengan pisuke yang ada di Lombok, peruntukannya adalah bagi orang tua si gadis
tanpa dan tidak digunakan untuk keperluan pesta.

Dengan demikian dapat dipahami bawa adat istiadat dalam rangkaian
proses merarig secara umum pada dasarnya telah banyak mengalami perubahan
sedikit demi sedikit lantaran dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Proses
negosiasi yang ada dalam rangkaian perkawinan merarig pun juga turut
dipengaruhi oleh kultur masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Luwu
Timur. Dari pisuke yang teruntuk keluarga si gadis sebagai bentuk penghormatan
dan tidak harus berupa uang, Kini bergeser menjadi pemberian dalam bentuk uang

selayaknya uang panai.

B. Pembahasan

1. Negosiasi dalam Perkawinan Adat Merariq Suku Sasak menurut UU
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tertuang
dalam BAB | Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Dalam pasal 1 disebutkan
bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

32Lalu Muksin (Tokoh adat), wawancara pada tanggal 14 Agustus 2019
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(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Dalam pasal 2 disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap
perkawinan dicatat untuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.*®

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam
sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi
masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan
tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Untuk memenuhi ketentuan di atas setiap perkawinan harus
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan
nikah, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah tidak mempunyai ke- kuatan hukum. Perkawinan hanya dapat
dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat
diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Azas dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh
mempunyai  seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami. Berkaitan dengan pemberian ijin seorang suami untuk
beristeri lebih dari satu, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami

untuk beristeri lebih dari seorang apabila di- kehendaki oleh pihak-pihak

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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yang bersangkutan.®* Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari
seorang, sebagaimana tersebut di atas, maka ia wajib mengajukan
permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan
dimaksud dalam hal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami
yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. lsteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan

c. lIsteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam perkawinan masyarakat suku sasak tersebut sehatinya terdapat
akulturasi pluralisme hukum di dalam prosesinya yaitu Hukum Agama,
Adat dan Undang-undang yang mengatur tentang Perkawinan, yakni
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dimana tahapan-tahapannya
tersebut di mulai dari unsur hukum adat dari segi implementasinya tetapi
dari segi motivasinya ialah unsur Agama.

Proses selabar yang di dalamnya terdapat proses negosiasi antara kedua
belah pihak calon pengantin jika dilihat dari sudut Undang-undang nomor 1 tahun
1974 sama sekali tidak bertentangan, terlebih lagi tidak adanya aturan yang
melarang proses negosiasi antara kedua belah pihak dalam tradisi perkawinan adat

merariq suku Sasak yang ada di Luwu Timur.

% Wahyuddin Luman, Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq)
dalam Muara Pluralisme Hukum, Jurnal 1US: Kajian Hukum dan Keadilan, NTB, vol. Il nomor 6,
2014, h. 431
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Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam BAB Il yang mengatur

tentang Syarat-syarat Perkawinai®® dimulai dari pasal 6 yang mengatur tentang

perwalian, pasal 7 tentang usia perkawinan serta permohonan dispensasi, pasal 8

berisi tentang perkawinan yang dilarang yang isinya antara lain:

a.

b.

Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudar
antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya;

Berhubungan semenda;

Berhubungan susuan;

Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari
istri, dalam halseorang suami beristri lebih dari seorang;

Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang
berlaku dilarang kawin.

Selanjutnya pasal 9 berisi tentang tali perkawinan, pasal 10 terkait kawin

cerai lagi, pasal 11 masa tunggu, dan terakhir pasal 12 berisi tata cara perkawinan

yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Negosiasi yang terangkum dalam prosesi selabar tersebut sebenarnya

dapat dibenarkan dari sudut pandang Undang-undang nomor 1 tahun1974 tentang

Perkawinan ketika merujuk pada BAB V Perjanjian Perkawinan, pada pasal 29

ayat (1) menyatakan

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak
atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang

% Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga bersangkutan.®®

Pada ayat tersebut terdapat kalimat “atas persetujuan bersama”, yang jika
ditelaah persetujuan tersebut tidak akan dapat tercapai tanpa adanya musyawarah
yang di dalamnya tentu memuat konten negosiasi. Dalam hal perjanjian pra nikah
misalnya calon pengantin wanita meminta agar tetap tinggal di lingkungan
keluarganya setelah menikah. Pernyataan ini tidak mungkin serta merta dapat
diterima oleh pihak keluarga laki-laki, dalam hal ini terjadilah proses negosiasi.
Hal ini sama dengan proses negosiasi yang terakomodir dalam prosesi selabar.
Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa proses negosiasi dalam perkawinan adat
merariqg suku Sasak yang ada di Kabupaten Luwu Timur tidak bertentangan
dengan nilai-nilai yang ada dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan.

2. Negosiasi dalam Perkawinan Merarig Suku Sasak menurut Hukum Islam
Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk
menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka
mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta
kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.*” Perkawinan dalam pandangan
masyarakat sasak adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan serta

memelihara harta warisan, dalam hal ini dikenal lembaga perkawinan dalam

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
" Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.14.
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kerabat sendiri.® Selain dari itu perkawinan juga bertujuan menyatukan kedua
keluarga/kerabat. Oleh karenanya perkawinan bukan hanya urusan pribadi yang
satu dengan pribadi yang lain, melainkan menjadi urusan kedua keluarga/kerabat,
bahkanmenjadi urusan masyarakat.

Islam yang mengatur tentang perkawinan didasari pada firman Allah
SWT vyang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasang-
pasangan QS. Adz-Dzariyat (51): 49,

e
1//’}\‘ s oW R

e - D Y 2o CY a
(20556 s gy Lals 0 Je= 10
Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah.*°

Perkawinan menurut hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat
kuat  atau mitsagon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan Dbertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga Yyang sakinah, mawaddah, dan
rahmabh.

Islam secara teologis, merupakan sistem nilai dan ajaran yang
bersifat Ilahiyah dan transenden.Sedangkan dari aspek sosiologis, Islam
merupakan fenomena peradaban, kultural dan rea- litas sosial dalam

kehidupan manusia.

*Tim Peneliti Depdikbud, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat,
h.25.
¥Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya
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Dialektika Islam dengan realitas kehidupan sejatinya merupakan
realitas yang terus menerus menyertai agama ini sepanjang sejarahnya. Sejak
awal kelahirannya, Islam tumbuh dan berkembang dalam suatu kondisi
yang tidak hampa budaya. Realitas kehidupan ini-diakui atau tidak memiliki
peran yang  cukup signifikan dalam mengantarkan Islam menuju
perkembangannya yang aktual sehingga sampai pada suatu peradaban yang
mewakili dan diakui oleh masyarakat dunia.*’

Aktualisasi Islam dalam lintasan sejarah telah menjadikan Islam tidak
dapat dilepaskan dari aspek lokalitas, mulai dari budaya Arab, Persi, Turki,
India sampai Melayu. Masing-masing dengan karakteristiknya sendiri, tetapi
sekaligus mencerminkan nilai-nilai ketauhidan sebagai suatu unity, sebagai
benang merah yang mengikat secara kokoh satu sama lain. Islam
sejarah yang beragam tapi satu ini merupakan penerjemahan Islam universal
ke dalam realitas kehidupan umat manusia.

Relasi antara Islam sebagai agama dengan adat dan budaya lokal
sangat jelas dalam kajian antropologi agama. Dalam perspektif ini diyakini,
bahwa agama merupakan penjelmaan dari sistem budaya.** Berdasarkan
teori ini, Islam sebagai agama samawi dianggap merupakan penjelmaan dari
sistem budaya suatu masyarakat Muslim. Anggapan ini kemudian
dikembangkan pada aspek-aspek ajaran Islam, termasuk aspek hukumnya.

Para pakar antropologi dan sosiologi mendekati hukum Islam sebagai sebuah

“YWahyuddin Luman, Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq)
dalam Muara Pluralisme Hukum, h. 433

“lbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid, (Cet. III; Jakarta: Akbar
Media, 2017), h. 2
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institusi kebudayaan Muslim. Pada konteks sekarang, pengkajian hukum
dengan pendekatan sosiologis dan antropologis sudah dikembangkan oleh
para ahli hukum Islam yang peduli terhadap nasib syari’ah. Dalam
pandangan mereka, jika syari’ah tidak didekati secara sosio-historis, maka
yang terjadi adalah pembakuan terhadap norma syariah yang sejatinya
bersifat dinamis dan mengakomodasi perubahan masyarakat.*?

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan suku
Sasak. Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat
apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak
dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai
warga masyarakat. Sebagaimana perkawinan menurut Islam dikonsepsikan
sebagai jalan mendapatkan kehidupan berpasang-pasangan, tenteram dan
damai (mawaddah wa rahmat) sekaligus sebagai sarana pelanjutan generasi
(mendapatkan keturunan), maka perkawinan bagi masyarakat Sasak juga
memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak,
perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang
perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan
hubungan dua keluarga besar,*® vyaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat
pihak perempuan.

Masyarakat sasak yang didominasi agama Islam, memandang perkawinan

sebagai menjalankan perintah agama, sebagai wujud ketakwaan hamba kepada

*Wahyuddin Luman, Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq)
dalam Muara Pluralisme Hukum, h. 434

*Wahyuddin Luman, Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq)
dalam Muara Pluralisme Hukum, h. 434
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penciptanya, karena Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat
Sasak memerintahkan pemeluknya untuk segera melangsungkan perkawinan bila
mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Agama Islam memandang
perkawinan sebagai perbuatan yang mulia yakni untuk mencegah pemeluknya dari
perbuatan zina atau perbuatan terlarang dengan orang yang tidak sah, hal ini
dimaksudkan agar keturunan yang dihasilkan dari perkawinan memiliki garis
keturunan yang jelas, selain itu juga untuk manjaga ketertiban masyarakat. Dalam
perkawinan yang diajarkan oleh Islam juga terkandung berbagai tujuan yakni
untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dunia dan akhirat.
Sedangkan dari golongan menak atau bangsawan, selain perkawinan
bertujuan seperti yang telah dijelaskan di atas, juga untuk mempertahankan status
sosial. Maka dengan tujuan ini mereka tidak menghendaki perkawinan dengan
masyarakat biasa, dan perempuan dari golongan menak yang melangsungkan
perkawinan dengan laki-laki dari golongan biasa akan dibuang oleh keluarganya,
dan untuk diakui lagi sebagai bagian dari keluarga besarnya sangatlah sulit.
Akibat dari perlakuan ini seseorang yang berasal dari golongan jajar karang akan
berfikir ulang untuk menikahi perempuan yang berasal dari golongan menak atau
bangsawan karena akan mendapatkan kesulitan dalam hubungan kekerabatan di
kemudian hari.** Masyarakat Sasak mengenal beberapa bentuk perkawinan, yang
pada umumnya dibagi menjadi lima bentuk, yakni: memagah, nyerah hukum,
kawin gantung, belakog atau melamar, dan lari bersama atau memaling atau

merarik.

*Tim Peneliti Depdikbud, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat,
h. 25
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Memagah, atau disebut juga memoger merupakan bentuk perkawinan
dengan cara melarikan disertai dengan paksaan serta dilakukan pada siang hari.
Seorang laki-laki dengan dibantu oleh beberapa temannya membawa lari si gadis
dengan paksaan ketika gadis tersebut jauh dari pengawasan orang tuanya.
Terkadang pencurian tersebut dilakukan dengan membopong yang dapat
membahayakan si gadis, tidak jarang terjadi bentrokan antara pihak pemuda dan
keluarga si gadis sebagai akibat dari peristiwa tersebut.

Nyerah hukum, merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan dengan
cara pelaksanaan adat dan upacara perkawinan diserahkan kepada keluarga pihak
gadis. Biaya perkawinan ditanggung oleh pihak perempuan, biasanya cara ini
dilakukan oleh gadis sasak dengan laki-laki diluar sasak. Akibat dari nyerah
hukum ini kedudukan seorang suami adalah sebagai pembantu rumah tangga bagi
orang tua si gadis.

Kawin gantung atau kawin tadong merupakan perkawinan anak-anak,
dalam perkawinan ini dilakukan penundaan untuk beberapa waktu sampai salah
satu atau kedua pengantin menjadi dewasa, namun perkawinan bentuk ini sudah
jarang dilakukan disebabkan perubahan zaman yang semakin maju.*

Belakog atau meminang adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan
meminta atau melakukan peminangan seorang laki-laki kepada si gadis, kedua
bentuk perkawinan terakhir (kawin tadong dan belakog) adalah merupakan
pengaruh ajaran Islam, yang mana dalam kawin tadong mengikuti sunnah Rasul

yang menceritakan perkawinan Nabi Muhammad saw., dengan Siti Aisyah,

*® Tim Peneliti Depdikbud, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat,
h. 26
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sedangkan perkawinan dengan cara peminangan merupakan cara yang diajarkan

oleh Islam sendiri sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Bagarah (2): 235.
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Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran
atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.
Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada
itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia,
kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan
janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beragad nikah, sebelum habis
‘iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada
dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*®
Merariq atau memaling merupakan bentuk perkawinan yang paling
populer dikalangan suku sasak. Merariq berasal dari bahasa sasak yakni berari
yang artinya berlari, dan mengandung dua makna. Yang pertama adalah arti
sebenarnya dan yang kedua adalah keseluruhan dari pelaksanaan perkawinan
menurut adat sasak. Berari atau berlari adalah teknik atau cara, sehubungan

dengan ini bahwa berari merupakan tindakan dari melarikan atau membebaskan si

gadis dari ikatan dengan orang tuanya serta keluarganya.

“*Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38
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Perkawinan dengan bentuk merariq muncul dari pengaruh Hindu-Bali
setelah melakukan invasi terhadap Lombok pada abad-17, intimidasi kekuasaan
dilakukan Bali dengan semena-mena dalam memberikan sikap terhadap wanita
sasak, yakni sebagai pemuas nafsu, perlakuan ini memunculkan inisiatif dalam
diri masyarakat sasak terutama para pemudanya, daripada wanita sasak ini diambil
oleh orang Hindu-Bali untuk dijadikan gundiknya, maka lebih baik mereka
(pemuda sasak) yang membawa lari wanita sasak untuk menyelamatkan dan
dinikahinya. Pada awalnya merariq merupakan sebuah bentuk kepedulian serta
keberanian pemuda sasak untuk menyelamatkan para wanita sasak dari perlakuan
orang-orang Bali. Dari sini terjadi dua arus akulturasi kebudayaan antara nilai
kebudayaan Bali dan nilai Islam yang mana merupakan obyektifitas yang
melahirkan realitas yakni merariq.®” Dalam praktiknya perkawinan merariq dibagi
menjadi tiga tahapan, yaitu: tahap sebelum perkawinan, dan upacara adat setelah
perkawinan.*®

Pada hakikatnya perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga dan
bahagia dan kekal, oleh karena itu sebelum perkawinan dilaksanakan, maka
diperlukan persetujuan dan kesuka relaan dari pihak-pihak yang mempunyai hak,
yakni hak orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan dan hak wali.*°

Untuk mencapai persetujuan dan kerelaan tersebut maka islam mengajarkan

“Lalu Darmawan, Sistem Perkawinan Masyarakat Sasak Interpretasi Atas Dialetika
Agama Dengan Tradisi Merariq Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat, UIN sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2006, h.125

*®Kaharuddin, Perkawinan Adat Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Dalam
Perspektit Hukum Perkawinan Islam Di Nusa Tenggara Barat, Media Hukum, vol. 19, 2007,
h.320.

YSoemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang
No, tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1986), h.22
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khitbah atau peminangan, yakni pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki
kepada seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan secara langsung
maupun dengan melalui perantara pihak lain yang dipercayai.

Perkawinan dengan cara merariq atau pencurian harus dihindari dan
ditinggalkan, karena Islam mengajarkan khitbah atau peminangan. Hal yang sudah
jelas bahwa melamar atau meminang merupakan cara yang diperintahkan oleh
ajaran Islam, dan setiap muslim harus mengikuti apa yang telah diajarkan dalam
al-Qur’an dan al-hadis, sebagai dua sumber utama dalam menjalankan kehidupan
bagi setiap muslim. Mengingat masyarakat sasak juga mengenal bentuk
perkawinan meminang atau belakoq yang berarti meminta izin pada orang tua si
gadis, dan sebelumnya telah ada janji perkawinan diantaranya keduanya, dalam
pelaksanaannya orang tua si gadis pada umumnya menerima permintaan tersebut
setelah mengajukan permintaan persyaratan terutama pembayaran sejumlah uang
untuk biaya pesta.*® Cara ini adalah cara masyarakat sasak melakukan perkawinan
sebelum dipengaruhi oleh budaya hindu-bali yang mengadakan invasi terhadap
lombok pada awal abad 17.

Organisasi yang ada di lombok seperti nahdathul Wathan (NW),
Nahdathul Ulama (NU), dan Muhammadiyah menyikapi budaya merarigq dengan
melarang atau mengecam, namun pelarangan ini dilakukan dengan berbagai
macam, Muhammadiyah misalnya sangat mengecam dan melarang anggotanya
untuk melakukan perkawinan dengan cara merarig, sedangkan NW dan NU

menyikapinya dengan mengimbau, tetapi tidak sampai melarangnya, namun jika

**Tim Peneliti Depdikbud, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat,
h. 35
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terdapat perkawinan dengan cara merarig maka diselesaikan dengan proses
selabar dengan meminta kepada pada pihak untuk mencari nilai kesamaan yakni
mempercepat akad nikah kedua mempelai dengan aturan hukum Islam.*
Kaharuddin menambahkan bahwa masyarakat Islam sasak yang terdidik melihat
dampak merariq, maka perlu dicarikan solusi alternatif yang lebih baik karena
tidak ada ketentuan hukum Islam tentang praktik merarig,> secara umum yang di
dalamnya terdapat proses penculikan.

Perkawinan yang diawali dengan cara belakoq pada masyarakat sasak
merupakan cara yang lebih dekat dengan ajaran islam, karena dengan cara ini
dapat menghindari terjadinya konflik, dan perkawinan didasarkan persetujuan
dan kesuka relaan untuk menjamin kelangsungan rumah tangga yang akan
dibangun. Sedangkan budaya merariq harus ditinggalkan, walaupun pada awalnya
merupakan perilaku yang dianggap baik, yakni untuk menyelamatkan perempuan
bangsa lombok dari ancaman bali. Merarig sudah tidak sesuai dengan keadaan
sekarang, yang mana suku sasak yang mayoritas beragama islam bebas dan tidak
ada halangan untuk menjalankan aturan yang diajarkan oleh agama islam.

Selabar dimulai setelah besejati. Negosiasi atau selabar adalah
komunikasi dua arah di antara para pihak, yang mana pihak laki-laki diwakilkan

oleh kepala lingkungan atau bawahannya yang dipandang memiliki kemampuan

'Hilman Syahrial Haq dan Hamdi, Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di
Masyarakat Suku Sasak, Jurnal Perspektif Universitas Muhammadiyah Mataram, vol. XXI nomor
3,2016, h. 164

**Kaharuddin, Perkawinan Adat Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Dalam
Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Nusa Tenggara Barat, h.332
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diplomasi, sedangkan pihak perempuan dihadiri oleh pihak keluarga yakni orang
yang dituakan misalnya ayah atau paman si gadis.

Agar negosiasi atau selabar dapat berlangsung secara efektif dan cepat
menghasilkan kesepakatan sesuai dengan yang diinginkan oleh kedua belah pihak,
maka dibutuhkan kredibilitas negosiator yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, memiliki kemampuan dalam berdiplomasi dengan baik; kedua,
memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan berargumentasi yang baik;
ketiga, Negosiator pihak laki-laki mengetahui aturan adat atau awig-awig gubuk, di
mana tempat tinggal keluarga pihak perempuan, karena masing-masing desa
terdapat aturan adat yang tidak tertulis yang berbeda-beda; keempat, Memiliki
pemahaman ajaran agama Islam dengan baik; Kelima, Memiliki kemampuan
dalam menyelesaikan permasalahan; dan Keenam, Memiliki kepribadian yang
baik.

Adapun ketentuan besar kecilnya pembayaran ajikrame ditentukan oleh
ketetapan yang telah disepakati oleh aparat desa atau awig-awig desa,
sedangkan ketentuan harga pisuke sangat beragam, namun secara umum
ditentukan oleh status sosial keluarga si gadis, tingkat pendidikan yang ditempuh,
dan pekerjaan si gadis. Jika seorang gadis berasal dari keluarga yang memiliki
status sosial yang tinggi, si gadis menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi
dan memiliki pekerjaan yang mapan misalnya bekerja sebagai Pegawai Negeri
Sipil (PNS), maka harga pisuke yang ditetapkan oleh pihak keluarga si gadis
berkisar antara dua puluh sampai tiga puluh lima juta, namun sebaliknya jika si

gadis berasal dari keluarga yang memiliki status sosial biasa, dan pendidikan
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tidak sampai perguruan tinggi, maka harga pisuke yang ditetapkan berkisar antara
lima sampai sepuluh juta rupiah.®

Terkait dengan besarnya uang pemberian dan mahar dalam negosiasi ini
terdapat satu riwayat yang dikemukakan oleh Imam al-Tirmidzi dalam kitab
Sunannya bahwa suatu ketika seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan
mahar sepasang sandal, kemudian menemui Rasulullah saw., dan ditanya terkait
kepuasan dan kerelaan hatinya, apakah ia merasa cukup dengan mahar yang hanya
sepasang sandal tersebut untuk menebus serta menghalalkan dirinya. Perempuan
tersebut menyatakan kerelaannya dan tidak sedikitpun merasa keberatan.
Mendengar pernyataan tersebut Nabi saw., pun mengizinkan pernikahan wanita
tersebut.>* Pada intinya mahar tersebut diberikan sesuai dengan kesepakatan
bersama kedua belah pihak, karena kebiasaan dalam memberikan perhatian
sangatlah beragam begitu pula dengan kebutuhan yang berbeda-beda pada
masing-masing individu atau kelompok masyarakat tertentu. Poin penting lainnya
dari riwayat singkat tersebut menunjukkan bahwa boleh diadakan negosiasi antara
kedua belah pihak jika satu pihak merasa keberatan dengan permintaan pihak
kedua, demikian pula dalam prosesi selabar dalam perkawinan merariq suku
Sasak yang sudah barang tentu dapat dilaksanakan dengan ketentuan saling
memahami dan tercapainya kesepahaman antara kedua belah pihak dalam

memutuskan besarnya uang pemberian dan mahar.

*Hilman Syahrial Haq dan Hamdi, Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di
Masyarakat Suku Sasak, h. 165

*Kamil Muhammad ‘Uwaidah, “Al-Jami’ fi Fighi al-Nisa’,” yang diterjemahkan oleh M.
Abdul Ghoffar dengan judul, Figih Wanita Edisi Lengkap, (Jakarta: al-Kautsar, 2008), h. 436
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Adapun teknik yang digunakan dalam proses negosiasi selabar tersebut
jika diperhatikan menggunakan komunikasi dua arah, yakni teknik negosiasi
kompetitif dan teknik negosiasi kooperatif. Penyebab terjadinya teknik negoiasi
kompetitif dalam proses selabar dalam perkawinan adat merariq suku Sasak adalah
karena adanya beberapa faktor yang terdapat dalam pihak perempuan yakni faktor
ekonomi, pendidikan si gadis hingga status sosial si gadis misalnya anak seorang
tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat dan beberapa faktor semisal
lainnya. Teknik negosiasi kooperatif menganggap pihak negosiator lawan bukan
sebagai musuh, melainkan sebagai mitra untuk mencapai kesepakatan yang tidak
merugikan kedua belah pihak.

Selabar atau negosiasi pada umumnya bertujuan untuk mencapai
kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa atau dalam rangka mencari
perdamaian seperti yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) Pasal 1851 bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dengan
mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu
barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah
timbulnya suatu perkara.*

Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan kepada penganutnya
untuk melakukan perdamaian jika terdapat perselisihan di antara mereka.
Perdamaian dalam Islam disebut dengan istilah islah, yakni memutuskan

suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.>®

Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradya Paramida, 2008), h.
468

*6sayyid Sabiq, Figh Sunnah jilid 11, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 305
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Kata ishlah berasal dari akar kata yang terdiri dari shad, lam dan ha.
Yang berarti baik dan bagus. Dari akar kata itu pula terbentuk kata kerja
ashluha-yashlahu yang berarti memperbaiki sesuatu yang telah rusak;
mendamaikan; menjadikan sesuatu berguna dan bermanfaat.®’

Kata ashlaha yang pada umumnya merujuk pada aktivitas
memberikan petunjuk bahwa sesuatu yang shalih perlu diupayakan
perwujudannya. Karenanya kata ashlaha menunjuk kepada perbaikan
terhadap sesuatu objek yang mengandung nilai yang belum terpenuhi atau
tidak sesuai dengan fungsi, sifat dan kodratnya. Penggunaan kata ishlah di
dalam al-Qur’an secara umum memberikan petunjuk tidak berfungsinya
sesuatu nilai secara kodrat sehingga ia memerlukan perbaikan.*®

Terdapat beberapa hal yang dirujuk al-Qur’an sebagai upaya ishlah,
di antaranya perbaikan masalah wasiat sebagaimana termaktub dalam QS.
Al-Bagarah (2): 182, di dalam hal ini seseorang dibenarkan memperbaiki
sebuah wasiat jika di dalam wasiat tersebut terdapat kesalahan atau
kekeliruan pembuat wasiat, baik disengaja ataupun tidak. Di dalam
kerangka yang lebih luas, ishlah juga digunakan untuk memperbaiki dan
mendamaikan pertentangan yang terjadi, sebagaimana dijelaskan dalam QS.

al-Hujurat (49): 9.

M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’'an: Kajian Kosakata Jilid 1, (Cet. I;
Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 357

%M. Quraish Shihab dkk, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata Jilid 1, h. 358
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Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar
Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu
kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah
surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu
Berlglg(u adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku
adil.

Dari ayat tersebut terlihat jelas, Islam mengajarkan kepada
pemeluknya bahwa perdamaian itu sangat penting dan harus dijaga, karena
umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain merupakan saudara,
dan jika terjadi perselisihan di antara mereka harus segera didamaikan.

Lebih jauh pada ayat tersebut nampak adanya perintah perbaikan
pada masyarakat, mulai dari kelompok terkecil di dalam masyarakat
seperti rumah tangga sampai kepada kehidupan sosial yang lebih luas. Di
samping itu ishlah juga digunakan untuk menunjuk segala upaya untuk
memperbaiki semua bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran
umat manusia.

Pada sisi lain, al-Qur’an menyatakan bahwa ishlah juga mencakup

upaya perbaikan di dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik

fisik maupun mental. Atau dengan kata lain segala upaya untuk

*Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya
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mewujudkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan di satu sisi dan
menghilangkan keburukan di dalam berbagai bentuknya merupakan
cakupan dari pengertian kata ishlah tersebut.

Penyelesaian persoalan dengan cara ishlah ini selaras dengan
fungsi negosiasi dimana dijelaskan bahwa teori negosiasi secara lebih spesifik
digunakan sebagai media pengelola konflik dalam mencari solusi. Negosiasi
dimaknai sebagai perundingan dua pihak yang beriktikad baik sifatnya individual
atau kelompok untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling
menguntungkan. Secara sederhana negosiasi dipahami sebagai kesediaan dan
kemauan untuk mencari opsi secara kreatif untuk menemukan solusi.*

Beredasarkan keterangan yang tersurat dalam QS. al-Hujurat (49): 9 dan
juga teori negosiasi tersebut dapat dipahami bahwa prosesi selabar yang di
dalamnya terdapat unsur beserta proses negosiasi untuk memutuskan jalan tengah
yang memuaskan kedua belah pihak antara keluarga pengantin laki-laki dan
keluarga pengantin perempuan tersebut dapat dibenarkan dalam kacamata Islam.

Ushul figh sebagai kajian dasar dalam merumuskan perkembangan
hukum Islam juga turut memberi perhatian terhadap adat istiadat dan
budaya dengan tema pembahasan al- ‘Urf. Dalam hal ini proses negosiasi
tradsisi merariq suku Sasak yang juga merupakan bagian urf.

Menurut istilah ushul figh, al-‘urf adalah sesuatu yang telah

terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal

%M. Mukhsin Jamil (ed), Mengelola Konflik Membangun Damai, (Semarang: WMC
IAIN Walisongo, 2000), h. 44
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muamalat dan telah melihat dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal
secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.®

Adapan terkait penggunaannya, ‘urf adalah sesuatu yang sudah menjadi
kebiasaan di kalangan ahli Ijtihad atau selainnya, baik yang berbentuk kata-kata
atau perbuatan. Dan suatu hukum yang ditetapkan atas dasar urf itu sendiri atau
perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian pakar hukum
mendasarkannya pada fakta bahwa Imam asy-Syafi’i ketika di Irak memiliki
pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah
ke Mesir.

Alasan para ulama yang menggunakan urf dalam menentukan hukum
antara lain:

a. Banyak hukum syariat yang ternyata sebelumnya telah merupakan
kebiasaan atau adat orang Arab, seperti adanya wali dalam perkawinan dan
susunan keluarga dalam pembagian warisan;

b.  Banyak kebiasaan orang Arab baik berbentuk lafaz maupun perbuatan

ternyata dijadikan pedoman hingga saat ini.

Di samping alasan-alasan di atas para pakar hukum memunyai beberapa
syarat dalam penggunaan ‘urf, antara lain:
a. ‘urftidak boleh digunakan untuk hal-hal yang akan menyalahi ketentuan
nash yang telah ada;

b. ‘Urftidak dapat digunakan jika mengesampingkan kepentingan umum;

S1A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Figh Satu dan Dua, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 162
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c. ‘Urf dapat digunakan apabila tidak membawa keapda keburukan-
keburukan atau kerusakan.®

‘Urf sebagaimana penjelasan di atas memberi penjelasan sederhana
bahwa tidak semua tradisi yang masih eksis hingga saat ini telah diakomodir oleh
syari’at sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam.
Meskipun dikenal secara luas dalam hukum Islam terakomodirnya adat dalam
menentukan hukum Islam dengan adanya kaidah fikih®® yang menyatakan a/- ‘adat
muhakkamah, atau dikenalnya al- ‘urf dalam ushul figh namun demikian tidak
semua adat secara serta merta dapat begitu saja diakomodir dalam hukum Islam.
Oleh karena itu, ‘Urf terbagi menjadi dua bagian yakni a/- ‘urf al-sahih dan al-
‘urf al-fasid®* Dengan demikian berarti ada adat yang diterima dalam Islam dan
ada pula adat yang ditolak oleh Islam. Dalam hal ini sejauh pemahaman peneliti
tidak ada benturan antara tradisi selabar dengan ketentuan nash baik yang
bersumber dari al-Qur’an atau pun al-Hadis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman pelaksanaan
perkawinan yang ada di Indonesia yang merupakan penjabaran dari Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB V tentang Mahar pasal 30 disebutkan bahwa
calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang

jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pada pasal 31

82A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Figh Satu dan Dua, h. 163

% Abbas Sofwan, Interelasi Qowaid Usul dan Fighiyah sebagai Landasan Hukum Islam
yang Universal, Jurnal Legitima 1Al Tribakti Lirboyo Kediri, vol. I nomor 1, 2018, h. 1

Saiful Jazil, Al-‘Adat Muhakkamah: ‘Adah dan “Urf sebagai Metode Istinbat Hukum
Islam dalam Proseding Halagoh Nasional dan Seminar Internasional Pendidikan Islam Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, h. 322-323
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dijelaskan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesaderhanaan dan
kemudiahan yang diajukan oleh ajaran Islam.®

Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam pembahasan tentang mahar
menyebutkan bahwa mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah
pihak, ini artinya ketentuan jumlah dan bentuk mahar menuntut adanya
komunikasi searah yang merupakan bagian dari proses negosiasi antara kedua
belah pihak. Dalam prosesi selabar terkadang pembicaraan terkait mahar ini juga
menyita waktu yang cukup lama, sebab terjadinya proses tawar menawar antara
kedua belah pihak hingga tercapainya kesepakatan bersama yang tidak saling
memberatkan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan keterangn ilmu ushul figh tersebut yang mengakomodir
kebudayaan atau adat istiadat sebagai hukum Islam, maka proses negosiasi dalam
tradisi merariq suku Sasak tersebut yang juga merupakan adat kebiasaan kaum
Muslimin juga tentu tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam beserta
nash-nash yang ada, terlebih lagi negosiasi tersebut juga merupakan bagian dari
ishlah dan tidak satupun prosesi negosiasi dalam perkawinan merarig suku Sasak
yang ada di Kabupaten Luwu Timur melanggar 3 syarat penggunaan ‘urf dalam
kehidupan masyarakat Muslim. Demikian pula halnya dengan proses negosiasi
dalam hal mahar yang telah dijelaskan dalam KHI juga tidak bertentangan dengan

adat perkawinan merariq suku Sasak.

% Kompilasi Hukum Islam (KHI), BAB V tentang Mahar



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tesis yang penulis telah lakukan maka dapat

disimpulkan sebagai berikut

1. Proses negosiasi yang diakomodir dalam hukum perkawinan Merariq suku
Sasak yang ada di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan setelah proses pemakiye
atau proses penculikan si gadis atau bisa juga dikatakan lari bersama, karena
dalam proses ini ada kesepakatan dari laki-laki dan perempuan untuk menikah dan
siap mengikuti aturan adat, proses penculikan ini dilakukan oleh laki-laki calon
mempelai, kemudian si gadis dititipkan di rumah keluarga pihak laki-laki atau di
rumah tokoh adat setempat. Sehari sampai batas tiga hari kemudian
dilaksanakanlah proses nyelabar atau selabar yakni kunjungan keluarga pihak
laki-laki ke rumah kediaman pihak perempuan untuk menyampaikan perihal niat
baik anak laki-lakinya yang telah menculik si anak gadis untuk dinikahi. Dalam
proses inilah terjadi negosiasi antara kedua belah pihak.

Negosiasi atau selabar tersebut merupakan komunikasi dua arah di antara
para pihak, yang mana pihak laki-laki diwakilkan oleh kepala lingkungan atau
bawahannya yang dipandang memiliki kemampuan diplomasi, sedangkan pihak
perempuan dihadiri oleh pihak keluarga yakni orang yang dituakan misalnya ayah
atau paman si gadis. Adapun beberapa persoalan yang menjadi pokok dalam

negosiasi adalah terkait uang pemberian dan uang mahar, dalam prosesnya ranah
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pembicaraan dalam selabar ini tidak jauh berbeda dengan proses lamaran pada
umumnya yang di dalamnya ada tawar menawar terkait uang pesta dan mahar.

2. Negosiasi dalam perkawinan adat merarig suku sasak yang merupakan
bagian dari prosesi selabar merupakan bagian dari tradisi adat yang tidak dapat
dikesampingkan. Tidak ada faktor eksternal yang melatarbelangi keharusan
adanya proses negosiasi dalam perkawinan merariqg tersebut. Namun demikian,
dalam perkembangannya beberapa unsur yang dinegosiasikan dalam proses
perkawinan merariq suku Sasak yang ada di Kabupaten Luwu Timur tidak sama
persis dengan yang ada di tanah asalnya Lombok. Dalam hal ini akulturasi budaya
dapat dikatakan menjadi persoalan yang tidak dapat dielakkan lagi, mengingat
suku Sasak telah cukup lama tinggal dan berdampingan dengan masyarakat adat
lokal di Kabupaten Luwu Timur.

3. Proses negosiasi dalam perkawinan adat merarig Suku Sasak di Luwu
Timur dalam tinjauan hukum Islam menempati posisi adat pada umumnya dalam
kehidupan masyarakat yang dipandang mubah, sebab tidak ada unsur-unsur yang
melangga ketentuan syari’at di dalam prosesnya. Sebagaimana adat perkawinan
pra Islam dengan syarat menghadirkan wali dan adanya mahar yang kemudian
diakomodir dan menjadi bagian dari hukum Islam hingga dewasa ini. Hukum
Islam juga memandang baik prosesi selabar dalam perkawinan adat merarik suku
Sasak sebab di dalamnya ada unsur ishlah sebaimana yang diisyaratkan oleh QS.
al-Hujurat (49): 9 yang selaras dengan fungsi negosiasi yakni sebagai media

pengelola ketidak sepahaman dalam mencari solusi kesepahaman.
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B. Saran

Perkawinan adat merarik secara umum sebagaimana banyak dilakukan
oleh warga suku Sasak dengan melakukan proses bebait atau melarikan anak
gadis orang tenpa sepengetahuan kedua orang tuanya yang terkadang dilakukan
secara suku sama suku (ada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan) dan
terkadang pula dilakukan dengan cara paksa dalam tinjauan orisinilitasnya
mengarah kepada tradisi yang berasal dari kepercayaan Hindu-Bali, bukan murni
sebagai bagian dari adat istiadat warga suku Sasak.

Kreatifitas memodifikasi prosesi bebait dengan belakog, yakni meminang
adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan meminta atau melakukan
peminangan seorang laki-laki kepada si gadis dengan alasan karena dikhawatirkan
terjadinya pelanggaran norma-norma Islam dalam acara pra-nikah seperti berdua-
duaan bagi kedua calon mempelai di rumah penyeboan dan yang paling penting
lagi jika terjadi hubungan yang diharamkan oleh Islam tersebut perlu
dikembangkan. Melihat sisi gelap tradisi merariq tersebut yang dipengaruhi oleh
kepercayaan Hindu-Bali tersebut seharusnya terus mendorong penelitian lebih
jauh atau bahkan suguhan modifikasi yang dapat menjadikan tradisi merariq

tersebut lebih Islami.
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Aji Krame

Balik tumpak

Bebait

Beberaye

Belakoq

Berugaq atau Bale

Jajar karang
Kawin todong
Kemele mesak
Mbait wali

Memagah

Menggah
Menak
Merariq

Midang/ngayo

Nyerah hukum

KAMUS ISTILAH

orang tua perempuan

.. Silaturahim keluarga laki-laki

perempuan setelah resepsi pernikahan

: Berpacaran
: Mengkhitbah
: Teras rumah

: Kasta rendah

siang hari

: Perkawinan di bawah usia

: Meminta wali nikah

: Kasta golongan bangsawan

tujuan hendak menikahi

: Menyerahkan

perempuan

upacara

: Memilih jodoh atas kemauan sendiri.

: Proses perkawinan suku Sasak

pernikahan

: Melarikan anak gadis orang lain untuk dinikahi

: Menculik gadis yang akan dinikahi dengan paksa

pada

: Seserahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada

ketempat keluarga

: Membawa lari paksa anak gadis untuk dinikahi di

: Kunjungan laki-laki ke rumah perempuan demgan

pihak



Nyondolan/nyongkolan

Paseboan

Pewari

Pisuke

Sejati selabar
Sorong serah

Suka lokaq

: Mengantar pengantin ke rumah keluarga perempuan,

diiringi dengan musik gamelan dan di arak keliling

kampung.

: Tempat bersembunyi ketika melarikan anak gadis,

biasanya di rumah keluarga pihak laki-laki atau rumah

ketua adat setempat.

: Khitbah

: Uang atau barang pemberian dari pihak laki-laki untuk

orang tua pihak perempuan sebagai jaminan

: Proses negosiasi kedua belah pihak calon mempelai
: Resepsi pernikahan di kediaman perempuan

: Jodoh pilihan orang tua



Teks Wawancara Merariq

Catatan: Wawancarai 5 tokoh adat yang ada di luwu Timur dan 3 warga sasak.

1.

Bagaimana proses negosiasi dalam perkawinan adat merariq? Awal prosesnya
bagaimana? Waktu pelaksanaannya kapan? Di awal, di tengah atau menjelang
pernikahan?

Apakah sama proses negosiasi yang ada di luwu timur dengan yang ada di lombok?
Jika berbeda, jelaskan secara detil perbedaannya dan apa penyebabnya sehingga
berbeda?

Faktor apa saja yang menyebabkan adanya negosiasi? Apakah sudah merupakan
bagian tradisi atau ada penyebab eksternal seperti faktor ekonomi dan sebagainya?
Apa filosofi dari negosiasi dalam perkawinan adat merariq?
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